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Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan 
Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Kemajuan Pembangunan Ekonomi 
Kabupaten Bojonegoro" ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk menjawab pertanyaan implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur 
yang dilakukan oleh pemerintah serta dampak dari implementasi  terhadap 
kemajuan pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro. 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan datanya melalui tahap wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data wawancara diperoleh dari Kepala Dinas PU Bina Marga, Sesi 
Sekretariat Pu Bina Marga, Kepala Sesi Informasi Dinas PKP Cipta Karya, Staf 
Dinas PKP Cipta Karya Bagian SDA , bagian Humas BAPPEDA saat PKL, salah 
satu perangkat desa yang memperoleh kebijakan serta warga yang sebelum dan 
sesudah memperoleh kebijakan. 
Hasil Penelitian menjelaskan bahwa suatu wilayah akan mengalami 
kemajuan pembangunan ekonomi, apabila pemerintah atau dinas terkait memiliki 
kebijakan dalam pembangunan infrastrukturnya. Disamping kebijakan, anggaran 
untuk pembangunan juga sangat diperlukan. Seperti infrastruktur jalan, jika 
pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembangunan jalan pada setiap 
wilayah  maka wilayah tersebut akan mudah dalam melakukan kegiatan ekonomi 
dengan lancar serta dengan pembangunan gedung-gedung pendidikan kesehatan 
juga dapat mensejahterakan masyarakat Bojonegoro, hal tersebut dapat 
berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan ekonomi. Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro khususnya Dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga diharapkan mampu 
untuk memaksimalkan  pengimplementasian kebijakan dalam pengembangan 
infrastruktur sosial dan ekonomi serta mampu mensama ratakan wilayah yang ada 
diperkotaan dengan wilayah perbatasan (pelosok desa), sehingga nantinya 
Kabupaten Bojonegoro maju dalam pembangunan ekonominya dan mengalami 
pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jawa Timur. 
Kata Kunci : infrastruktur, implementasi, kebijakan  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maju dan berkembangnya suatu negara 
juga dipengaruhi oleh pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 
tolak ukur tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu negara maupun di 
tingkat daerah. Dampak adanya kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan 
oleh suatu negara maupun daerah terutama dalam bidang ekonomi dapat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya dukungan dari berbagai 
faktor untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara maupun daerah, baik 
dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang sering 
menjadi tujuan dari pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur disini 
dapat mencakup beberapa hal yang kemudian dapat memperbaiki pertumbuhan 
sosial dan ekonomi masyakakat. 
Menurut The World Bank, infrastruktur dibatasi menjadi tiga kategori, 
yaitu infrastruktur ekonomi, sosial dan institusi.1 Infrastruktur ekonomi 
mengarah pada aset fisik yang berguna untuk menunjang segala aktivitas 
ekonomi masyarakat, baik dalam hal produksi maupun konsumsi.2 Contoh dari 
infrastruktur ekonomi yaitu public utilities yang meliputi tenaga, 
                                                          
1 Rindang Bangun Prasetyo & Muhammad Firdaus, “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan 
Ekonomi Wilayah Di Indonesia.” JEKP Vol 2 no 2 Mei 2009, 225. 
2 Ibid 
 



































telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas, selanjutnya public work  yang  
meliputi jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase,  serta sektor 
transportasi yang meliputi jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan 
terbang dan sebagainya.3 Kemudian untuk infrastruktur sosial disini mengarah 
pada aset pendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, contoh dari 
infrastruktur sosial yaitu sektor pendidikan yang meliputi sekolah dan 
perpustakaan, selanjutnya sektor kesehatan yang meliputi rumah sakit dan 
pusat kesehatan, serta sektor perumahan dan rekreasi yang meliputi taman, 
museum dan lain sebagainya.4 Selanjutnya untuk infrastruktur 
administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, administrasi, koordinasi dan 
kebudayaan.5 
Nagara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan 
banyak penduduknya. Semua tersebar rata dari yang berada di wilayah 
perkotaan dan wilayah pedesaan. Daerah pekotaan dan pedesaan tersebut 
pastinya memiliki banyak perbedaan, terutama perbedaan dalam hal 
pembangunan dan penyediaan barang. Wilayah pedesaan biasanya menjadi 
sorotan akan permasalahan ketimpangan dalam hal pembangunan. Dalam 
pelaksanaan pembangunan, usaha dalam pertumbuhan dan perubahan yang 
telah direncanakan dan dilakukan secara tidak sadar oleh suatu bangsa, negara, 
serta pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.6 




6 Sondang P Siagian “Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya”(Jakarta: Bumi 
Aksara.2005). 
 



































Ketimpangan pembangunan disini mengarah pada tersedianya infrastruktur 
beserta sarana prasarana di wilayah tersebut. Keadaan yang seperti ini 
menyebabkan Indonesia masih belum bisa menjadi negara maju, dan masih 
dalam posisi yang sama yaitu negara berkembang. 
Menurut American Public Works Associations menyebutkan bahwa 
infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan 
oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, 
tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayangan 
similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.7 Dari pengertian 
ini maka infrastruktur sangatlah penting bagi manusia dalam pemenuhan 
kebutuhan dasar pada lingkup sosial dan ekonomi. Peran pemerintah sebagai 
pemilik kebijakan tertinggi dalam pengelolaan infrastruktur akan 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika kesejahteraan ekonomi 
masyarakat meningkat maka suatu negara pasti akan mengalami pertumbuhan 
ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi inilah yang merupakan salah satu 
indikator untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan serta 
sebagai acuan untuk menentukan pembangunan dimasa mendatang. Apabila 
infrastruktur di suatu wilayah sudah terpenuhi maka kebutuhan masyarakat 
juga akan terpenuhi. 
                                                          
 
 
7 Robert J. Kodoatie “Pengantar Manajemen Infrastruktur.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003). 
 



































Adam Smith berkata bahwa dalam mendukung perekonomian negaranya 
pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu8: 
1. menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan 
2. menyelenggarakan peradilan 
3. menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, 
seperti infrastruktur dan fasilitas umum. 
Peran infrastruktur selain sebagai roda penggerak ekonomi, juga berperan 
penting sebagai pengembang suatu wilayah. Ditemukan dari beberapa fakta 
empiris yang menunjukkan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah 
akan berjalan beriringan dengan pekembangan ekonomi pada daerah tersebut.9 
Hal ini dikarenakan ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) menjadi 
tuntutan dalam perkembangan ekonomi.  Kemudian faktor-faktor produksi 
mengalami peningkatan apabila infrastruktur suatu negara maupun wilayah 
telah memadai. Faktor investasi juga akan berpengaruh sama, apabila 
infrastruktur memadai maka investasi akan meningkat yang menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi menjadi cepat. Pengembangan infrastruktur berkaitan 
erat dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi. Begitu juga 
dengan adanya ketimpangan infrastruktur pada suatu negara atau wilayah akan 
                                                          
8 Amin Ma'ruf & L. Wihastuti “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya” 
2008. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.- journal.umy.ac.id 
9 Novi Maryaningsih, Oki Hermansyah & Mynarwati Safitri Pengaruh Infrastruktur terhadap 







































berpengaruh terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi yang kemudian 
akan menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah maupun negara. 
Salah satu penghambat dari pembangunan infrastruktur terletak pada 
anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Tanpa ada alokasi anggaran yang 
dibuat oleh pemerintah maka pembangunan yang hanya direncanakan tidak 
akan terwujud. Perlu diketahui bahwa keadaan infrastruktur yang ada di 
Indonesia masih dikatakan tertinggal dari negara-negara lain. Bahkan dalam 
lima tahun terakhir ini sejumlah infrastruktur jalan, jembatan, transporatasi 
umum gencar-gencarnya dilakukan pembangunan, namun semua itu masih 
belum berhasil menyetarakan dengan negara-negara Asia lainnya. Mengingat 
permasalahan tersebut, pemerintah terus meningkatkan pengalokasian dana 
APBN untuk pembangunan infrastruktur pada seluruh wilayah di negaranya. 
Pemerintah merupakan penggerak bagi suatu wilayah, pemerintah 
memiliki peran penting terhadap kesejahteraan seluruh rakyatnya. Seluruh 
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus membuahkan hasil bagi 
kesejahteraan seluruh masyarakat, agar suatu negara tidak mengalami 
ketertinggalan dari negara lain. Dalam membangun kehidupan masyarakat 
yang lebih sejahtera, pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan. Salah 
satu kebijakan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat terutama pada 
wilayah pedesaan adalah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi 
dan sosial, karena mengingat pentingnya hal tersebut untuk diperoleh.  
 



































Dari hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
juga dari Bank Pembangunan Asia (ADB) serta kajian dari Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) dijelaskan bahwa terdapat tiga masalah yang harus 
ditangani dan diatasi oleh pemerintah, salah satunya mengenai ketersediaan 
serta kualitas infrastruktur dari suatu negara. Masyarakat berhak mendapatkan 
kebijakan dari pemerintah terkait dengan perbaikan dan pembangunan 
terhadap pelayanan infrastruktur dasar. Namun tidak mudah juga bagi 
pemerintah dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi, 
karena ada beberapa faktor negatif yang berdampak pada pembangunan 
infrastruktur yang biasa terjadi. Faktor tersebut seperti sulitnya akan 
pembebasan lahan, kapasitas sumber daya manusia pada suatu negara serta 
masih lemahnya kelembagaan  di suatu negara, tata kelola suatu pemerintah 
yang masih lemah, dan juga anggaran pembiayaan untuk pembangunan 
infrastruktur yang telah dirancang. 
Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat merupakan suatu bentuk sikap 
tanggung jawab pemeritah untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya, 
salah satunya mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi. 
Pendekatan ekonomi politik (political economy approach) perlu dilakukan 
untuk mempermudah proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Pendapat Keynes dalam hal kebijakan yang mana intervensi dari pemerintah 
sangat relavan pada pembangunan ekonomi.10 Dalam hal ini pemerintah harus 
                                                          
10 Lukman Hakim, “Pembangunan Ekonomi dalam Design Liberalisme” (Yogyakarta: Pusat Studi 
Ekonomi Kerakyatan UGM..2009). 
 



































memahami cara untuk memposisikan diri sebagai tokoh utama atau pemilik 
kekuasaan tertinggi pembuat kebijakan (politik) tetapi juga masih 
mempertimbangkan permasalahan-permasalahan serta kebutuhan 
perekonomian masyarakatnya.11 Selanjutnya, pemerintah perlu memikirkan 
cara untuk membangun sebuah relasi dengan pihak swasta agar proses 
penentuan kebijakan pembangunan tersebut mampu berjalan dengan lancar 
tanpa ada kendala dari pihak manapun.12 
Banyaknya permasalah pembangunan infrastruktur yang ada, khususnya 
di pedesaan membuat Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam kurun 
waktu 10 tahun terakhir berhasil mengeluarkan beberapa program guna 
memperbaiki pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu program tersebut 
yaitu program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur 
Pedesaan (PKS BBM IP). Pada program ini pemerintah khususnya BPS 
berharap akan mampu mengurangi angka kemiskinan, walau hanya sebesar 
sebesar 5% nantinya namun sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, serta nantinya akan mampu membuka peluang dalam peningkatan 
infrastruktur.13 
                                                          
11 Ibid 
12 Ibid 
13Megawati Cindy Rorimpanday & Ismail Nurdin, “Impelementasi Kebijakan Program 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur 
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara” . 630-Article Text-1582-2-10-20190930.2.: 
(Jurnal Manajemen Pemerintahan:2019). 
 
 



































Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 
merupakan dinas yang menaungi dan membuat kebijakan pembangunan 
infrastruktur pada wilayahnya. Mereka banyak mengeluarkan kebijakan yang 
diharapkan nantinya akan mengubah keadaan pertumbuhan ekonomi 
wilayahnya menjadi meningkat. Setelah adanya program PKS BBM IP 
(Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan)  yang 
dirasakan masih kurang berjalan dengan lancar, maka pemerintah dan 
Kemeterian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah membuat 
program lanjutan terbaru, adapun program lanjutan tersebut adalah Program 
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang diluncurkan oleh Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).14 Program ini sengaja 
diluncurkan sebagai lanjutan dari program PKS BBM IP (Kompensasi 
Pengurangan Subsidi BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan) yang dulu. 
 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dikhususkan untuk 
setiap desa yang mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan 
infrastruktur.15 Dalam program ini pemerintah berharap akan menjadi program 
lanjutan yang dapat mengubah kondisi infrastruktur Indonesia yang masih 
tertinggal. Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)  
kebijakan yang dilakukan adalah setiap desa yang telah diajukan oleh 
bupatinya akan mendapatkan dana sebesar Rp. 250 Juta/Desa.16 Hal ini 
diharapkan mampu mengurangi ketertinggalan pembangunan ekonomi pada 








































desa/wilayah tersebut, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakatnya. 
Dilanjut pada tahun 2020 ini dimana kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperbaiki kebijakan untuk pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Program yang telah dibuat tersebut adalah PKT 
(Padat Karya Tunai) yang sudah di rintis dan direncanakan sebelumnya sebagai 
program lanjutan dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).17 
Mengingat pada tahun 2020 dengan kondisi perekonomian Indonesia sangat 
tidak menentu, anggaran pendapatan dan belanja (APBN) yang semula banyak 
dianggarkan untuk pembangunan ekonomi terutama infrastruktur, pada tahun 
ini pemerintah membagi anggaran dengan kesehatan. Pembagian tersebut guna 
untuk menanggulangi defisit pengeluaran dan hutang yang ada di Indonesia. 
Sehinggga untuk angggaran program PKT (Padat Karya Tunai) hanya sebesar 
11,45 Triliun Rupiah.  Seperti halnya pogram-porgam sebelumnya, program 
PKT (Padat Karya Tunai) ini diutamakan untuk pembangunan masyarakat 
desa. Dampak dari adanya program tersebut nantinya dapat langsung di rasakan 
oleh masyarakat. Dalam program PKT didalamnya tertuang mengenai 
pembangunan jalan di lingkungan pedesaan, pembangunan rumah bersubsidi, 
                                                          
17 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) . (2020, Juli Kamis). Diambil 







































pembangunan irigasi kecil, menangani kawasan masyarakat yang kumuh, serta 
meningkatkan saluran air bersih maupun sanitasi.18 
Kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta 
pemerintah kabupaten perlu dilakukan guna memperoleh keberhasilan dalam 
program yang dibuatnya, jika tidak ada kerjasama tersebut maka tidak akan 
berhasil pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Pemerintah baik pusat, 
daerah maupun kabupaten harus dapat menyeimbangkan atau menyamaratakan 
pembangunan ekonomi baik pada wilayah kota ataupun pada wilayah 
pedesaan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dirasakan oleh seluruh 
masyarakat tanpa membedakan wilayah yang ditempatinya. 
Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten yang mejadi sorotan dan 
menarik untuk diteliti, karena kekayaan gas alam yang terdapat di dalamnya. 
Sumber daya minyak bumi yang berada di Kabupaten Bojonegoro mampu 
menjadi ikon pada Kabupaten tersebut, sehingga Kabupaten Bojonegoro pun 
memiliki PAD terbanyak se Jawa Timur. Hal tersebut tidak menutup 
kemungkinan bahwa pada tahun 2019 lalu Kabupaten Bojonegoro pernah 
menduduki posisi nomer 9 Kabupaten termiskin se Jawa Timur. Permasalahan 
tersebut terjadi karena kurang meratanya pembangunan ekonomi dan kurang 
tersedianya sarana prasarana (infrastruktur) yang dilakukan pemerintah pada 
wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Pemerintah disini hanya terfokus 
pada wilayah perkotaan, sehingga lalai pada wilayah pedesaan. Perlu adanya 







































kebijakan pemerintah dalam menangani pengembangan infrastruktur sosial 
dan ekonomi wilayah agar Kabupaten Bojonegoro tidak lagi teridentifikasi 
sebagai salah satu negara termiskin di Jawa Timur. 
Pada rumusan RPJMD tahun 2019-2023 Bupati bersama staf pemerintah 
telah merumusakan dan merancang berbagai kebijakan pembangunan 
infrastruktur, bahkan kebijakan tersebut dibuat acuan program yang harus 
terlaksana sampai tahun 2021. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut dibuat 
supaya Kabupaten Bojonegoro semakin baik pertumbuhan ekonominya 
dengan anggaran yang banyak di dapat dari PAD. Berikut penjabaran visi misi 
acuan program lima tahun kedepan Kabupaten Bojonegoro. 
Tabel 1.1 
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro 
Arah Kebijakan Pembangunan 












































Sumber: RPJMD Bojonegoro 2019-2023 
Demikian penelitian mengenai banyaknya permasalahan ketimpangan  
infrastruktur sangat penting untuk dikaji dan diteliti, terutama dalam hal 
kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah terlaksana sesuai 
 



































dengan prosedur yang ada dan dapat mensejahterakan pembangunan ekonomi 
masyarakat Bojonegoro nantinya. Maka peneliti tertarik untuk mengambil 
judul : “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Wilayah 
(Pisew) Terhadap Kemajuan Pembangunan Ekonomi pada Kabupaten 
Bojonegoro”. 
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi 
Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah yang telah 
teridentifikasi, beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul tentang 
kebijakan pemerintah di dalam pengembangan infrastruktur wilayah, antara 
lain: 
a. Partisipatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam 
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) 
pada Kabupaten Bojonegoro. 
b. Peran Infrastrktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) terhadap 
pertumbuhan ekonomi negara. 
c. Pengaruh ketertinggalan suatu wilayah terhadap pertumbuhan 
perekonomian negara. 
d. Pengetahuan Sumber Daya Manusia (Masayarakat) yang di Kabupaten 
Bojonegoro dalam pentingnya meningkatkan infrastruktur. 
e. Proses pengelolaan anggaran untuk pengembangan infrastruktur wilayah 
di Kabupaten Bojonegoro. 
2. Batasan Masalah 
 



































Dilihat dari telah terealisasinya program pemerintah terhadap 
pembangunan infrastruktur diIndonesia dan melihat dari terlaksananya 
program kerja Presiden RI periode kemarin, serta munculnya berbagai 
identifikasi atas permasalahan tentang ketidakmeratanya (ketimpangan) 
dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah kota dengan wilayah desa, 
khususnya di desa yang terpencil (pelosok). Penelitian ini hanya dibatasi 
pada: 
a. Implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi 
wilayah (PISEW) di Kabupaten Bojonegoro.  
b. Dampak kebijakan pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi 
wilayah (PISEW) terhadap kemajuan pembangunan ekonomi pada 
Kabupaten Bojonegoro.  
Pada hakikatnya dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan 
infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW), maka akan berpengaruh 
dalam kemajuan pembangunan ekonomi daerah dan dapat meningkatkan pula 
pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, terdapat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur sosial dan 
ekonomi wilayah (PISEW) pada Kabupaten Bojonegoro? 
 



































2. Bagaimana dampak kebijakan pengembangan infrastruktur sosial dan 
ekonomi wilayah (PISEW) terhadap kemajuan pembangunan ekonomi 
Kabupaten Bojonegoro? 
D. Kajian Pustaka  
Pada kajian pustaka terdapat gambaran penelitian terdahulu yang telah 
melakukan penelitian terkait hubungan antara pengembangan infrastruktur 
dengan kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah serta kebijakan yang 
pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. 
Tabel 1.2 




























































ekonomi,  dengan 




























































































































dengan PDRB dan 
penyerapan 
tenaga kerja. 
                                                          
19 Aldofina Idju Sina& Lea Emilia Farida,“Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur”. 286-Article TExt-367-1-10-20181225. (Jurnal 
Proceeding of National Conference on Asbis 3, 34-42, 2018). 
 






















































































apabila ada turis 
yang berkunjung 
di pemandian air 
panas yang 
bertempat di desa 
Hasil dari 
penelitian ini 
adalah data dari 
penyebaran 









































satu desa di suatu 
kabupaten, 
sedangkan 





                                                          
 
 
















































































dan 5) kemudahan 






1) trotoar yang 
beralih fungsi jadi 










4) sering terjadi 
kemacetan  























ini hasil yang 
diperoleh adalah 



















                                                          
20 Vina Maria Ompusunggu “Dampak Pembangunan Infrasruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.” 870-1638-1P. 
(jurnal pendidikan ekonomi (JUPEKO) 3 (2), 2019) . 
 
 































































antar wilayah. 3) 
Dengan adanya 
pengawasan pada 























Desa Luso. 2). 
Kegiatan/kebijaka









































ada di lingkup 
satu desa, 
sedangkan untuk 





dinas terkait untuk 
lingkup kabupaten 
                                                          
21 Nicko Santer “Implementasi Program Gerdema dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan 















































ganti rugi atas 
lahan yang telah 
digunakan. 



















































































Sorong pun sudah 
dilaksanakan 
dengan baik oleh 
pemerintah, 
namun dari hasil 
penelitian masih 
ada sebagiam ruas 








akan dilakukan ini 
adalah, 
tempat/objek yang 


































































































yaitu uji regresi 
linear, yang mana 























2) Pada penelitian 
kali ini 
menggunakan 3 
















penelitian saat ini 
menggunakan 
penelitian 
                                                          
22 Schristin Dessy Sahudege, Burhanuddin Kiyai, dan Alden Laloma “Implementasi Kebijakan 
Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat di 
Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.” 9928-19759-1. (Jurnal Administrasi Publik 4(32), 2015) 
 
 








































































































                                                          
23 Elisa Br Ginting, Syaad Afifuddin, dan Rahmanta, “Pengaruh Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kecamatan 
Naman Teran Kabupaten Karo”,. elisa syaad rahmanta,  (jurnal ekonom vol 17 No. 4 Oktober 2014 
 







































































































penggunaan 4 uji 
dalam 
penganalisisan 




s serta uji 
multikolinearitas. 
2) penggunaan 


























































menurut data yang 
ada. 
 









































E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur 
sosial dan ekonomi Wilayah (PISEW) terhadap kemajuan pembagunan 
ekonomi pada  Kabupaten Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pengembangan infrastruktur 
sosial dan ekonomi Wilayah (PISEW) terhadap kemajuan pembagunan 
ekonomi Kabupaten Bojonegoro. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Pengembangan 
Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Kemajuan 
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro, memiliki beberapa manfaat, 
antara lain: 
                                                          
24 Warsilan dan Akhmad Noor “Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 
Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda.” 1444-4135-1-PB, 31. (MIMBAR: 
Jurnal Sosial dan Pembangunan 31 (2), 359-366,2015) 
 
 



































1. Manfaat Umum  
Dengan adanya hasil penelitian mengenai kebijakan pengembangan 
infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW) terhadap kemajuan 
pembangunan diharapkan mampu menambah wawasan serta ilmu di 
berbagai literatur ekonomi yang ada pada saat ini. Serta dengan adanya 
penelitian ini diharapkan masyarakat dapat peduli dan peka terhadap 
perkembangan infrastruktur di wilayahnya.  
2. Manfaat Untuk Pemerintah 
Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bojonegoro yang dijadikan 
evaluasi mengenai kebijakannya dalam pengembangan infrastruktur sosial 
dan ekonomi wilayah (PISEW) terhadap kemajuan pembangunan ekonomi.  
3. Manfaat Untuk Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta 
pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana kebijakan 
pemerintah yang harus diambil dalam pengembangan infrastruktur untuk 
kemajuan pembangunan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini, dapat 
dijadikan bahan pertimbangan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut 
sebagai acuan atau referensi untuk penelitian sejenis ini. 
G. Definisi Operasional 
Definisi Operasional memiliki tujuan untuk mengarahkan peneliti untuk 
melakukan penelitian. Maka dari itu disusunlah definisi konsep yang nantinya 
dapat dijadikan sebagai acuan penelitian: 
 




































Kebijakan adalah sesuatu usaha dalam mencapai tujuan tertentu dan 
dengan sasaran tertentu. Kemudian kebijakan pemerintah merupakan aturan 
atau keputusan yang telah dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan 
memiliki maksud dan tujuan tertentu yang pastinya menyangkut 
kepentingan umum. Adanya kebijakan pemerintah ini yang akan menjadi 
pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh haknya. 
2. Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 
Infrastruktur merupakan semua jenis fasilitas yang pasti dibutuhkan 
oleh seluruh masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan baik kegiatan 
sosial maupun ekonomi dalam kehidupan sehari hari. Infrastruktur sering 
kali disebut dengan bangunan, jalan, transportasi maupun pasokan listrik. 
Semakin terpenuhinya infrastruktur suatu wilayah maka semakin baik pula 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun sebaliknya, keterbatasan 
infrastruktur di suatu wilayah maka semakin sulit pula wilayah tersebut 
mengalami pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 
kategori yaitu infrastruktur ekonomi yaitu infrastruktur berupa aset fisik 
yang akan menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat, infrastruktur 
sosial, merupakan jenis infrastruktur pendukung dari infrastruktur sosial, 
serta infrastruktur institusi atau kebijakan dari pemerintah. 
3. Pembangunan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan dari pendapatan per 
kapita serta kemajuan teknologi dari suatu wilayah. Adapun faktor yang 
 



































mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu faktor sumber daya alam 
(SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Yang mana sumber daya alam ini 
meliputi tanah dan kekayaan alam, hasil pertanian, hutan dan lain 
sebagainya. Untuk sumber daya manusia meliputi, tingkat harapan hidup, 
tingkat melek huruf, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Wilayah 
yang sudah melakukan perubahan pembangunan akan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia dalam suatu wilayah tersebut dapat dikatakan 
mengalami pembangunan ekonomi. 
H. Metode Penelitian 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari hasil 
wawancara pada dinas terkait. Peneliti membuat beberapa rangkuman 
pertanyaan yang akan diajukan kepada informan agar mendapat data yang 
diinginkan.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Bina Marga (PU Bina Marga) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya) Kabupaten 
Bojonegoro, dan BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan infrastruktur wilayah terhadap kemajuan pembangunan 
ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Adapun alasan peneliti memilih data ini 
karena, kedua dinas ini bersama dengan BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro 
yang memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten 
Bojonegoro. 
 



































2. Sumber Data 
Sumber data yang penulis dapatkan ada 2 jenis, yaitu data primer dan 
sekunder yang bersifat kualitatif, sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data ini diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di dapat dari 
lapangan penelitian langsung yang berupa hasil wawancara kepada 
beberapa narasumber yang berkompeten dan yang bersedia 
memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dan valid. Misalnya 
dalam penelitian ini kita membutuhkan wawancara dengan Dinas PU 
Bina Marga, PKP Cipta Karya dan BAPPEDA Bojonegoro yang 
bertugas dalam membuat kebijakan infrastruktur, dengan masyarakat 
yang merasakan kebijakan dan masyarakat yang belum merasakan 
kebijakan. 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari hasil telaah bacaan atau kajian pustaka, 
literatur berupa artikel maupun jurnal serta buku-buku yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini merupakan data 
yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, melainkan 
dilakukan melalui studi literatur, seperti: 
1. Data-data tentang rincian Kebijakan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada. 
2. Data-data lainnya yang diperoleh dari BPS, Kecamatan, Desa 
ataupun instansi-instansi terkait. 
 



































3. Data-data mengenai gambaran umum keadaan wilayah yang akan 
menjadi objek penelitian. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dan sampel merupakan salah satu pendukung jalannya 
penelitian yang dilakukan. Populasi dan sampel ini sebagai sumber 
informan peneliti yang merupakan salah satu anggota kelompok partisipan 
yang mana nantinya akan mengarahkan serta menerjemahkan muatan-
muatan budaya. Sampel yang dipilih pastinya yang sudah banyak 
mengetahui objek yang akan diteliti dan terlibat langsung dalam penelitian.  
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, 
yaitu suatu teknik sample secara subjektif dengan tujuan tertentu, yang 
dianggap bahwa sampel yang dipilih tersebut memiliki informasi yang akan 
membantu proses penelitian, dalam penelitian ini diambil data dari instansi 
yang membuat kebijakan dan wilayah Kabupaten Bojonegoro daerah 
pelosok/perbatasan. 
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Dinas PKP Cipta Karya Bojonegoro 
b. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro 
c. BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro 
d. Perangkat Desa di Kecamatan Bubulan 
e. Masyarakat Wilayah Selatan Kabupaten Bojonegoro perbatasan dan 
pelosok, Kecamatan Sekar dan Kecamatan Bubulan 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 




































Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
mana peneliti terjun secara langsung ke tempat yang menjadi lokasi 
penelitian  untuk mencari data, melakukan pengamatan untuk objek 
yang menjadi sasaran. Ciri spesifik dari teknik pengumpulan data 
Observasi lebih mudah dalam mendapatkan data dibandingkan dengan 
teknik lainnya, yang mana teknik ini dilakukan bila berkaitan dengan 
perilaku manusia, proses dalam kerja, adanya gejala-gejala alam serta 
responden yang akan diamati tidak terlalu besar25 
b. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik 
yang pengambilan data dengan pertemuan antara dua orang untuk 
melakukan interview mengenai pokok permasalahan yang diambil 
untuk penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam26 
c. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan teknik 
pengambilan data langsung ke instansi atau lembaga terkait  yang 
                                                          
25 Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2019). 
26 Ibid hlm 304 
 



































bersangkutan, selain itu dokumen-dokumen ini bersumber dari web-
web resmi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini, 
peneliti memperoleh data dokumentasi dari website resmi Dinas PKP 
Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, RPJMD Kabupaten, serta LKPJ 
2019 dari BAPPEDA langsung. 
5. Teknik Pengelolaan Data 
a. Reduksi Data 
Reduksi data lebih mengarah pada proses pemilihan, pemisahan, dan 
transformasi data mentah yang sudah ada dalam catatan yang sudah 
tertulis dari lapangan. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum 
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema 
dan polanya. Kurang lebih reduksi data meliputi mengikhtisarkan hasil 
pengumpulan data dengan lengkap dan memilah-milahnya dalam 
satuan konsep kategori atau tema tertentu27 
Hasil wawancara dari berbagai informan yang sudah dicatat, 
kemudian dipilih terlebih dahulu dan selajutnya dipisahkan 
berdasarkan kategori atau tema penelitian yang akan peneliti lakukan. 
b. Data Display 
Proses data display ini melanjutkan dari proses reduksi data. Bentuk 
data display pada jenis penelitian kualitatif ini bersifat naratif. Dengan 
                                                          
27 Eko Wahyudi, “Efektifitas dan Dampak Pengelolaan Anggaran Dana DesaDalam Meningkatkan 
Pemberdayaan Di Desa Turi Kecamatan Magetan . 25-26. (2019). 
 



































adanya teknik display data maka akan memudahkan peneliti dalam 
memahami apa yang terjadi. merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah diketahui dalam penelitian tersebut28 Jadi 
hasil data yang sudah kita pilah tadi (reduksi data) maka hasilnya akan 
kita tulis dalam bentuk narasi. 
c. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik Dokumen dan Arsip dilakukan telaah pustaka, dimana 
seorang peneliti mengumpulkan data sebelumnya berupa jurnal, artikel 
maupun buku. Metode pengumpulan data dokumen dan arsip ini sangat 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksudkan disini adalah 
dokumen tertulis, audio-visual, gambar maupun foto, data statistik, 
laporan penelitian sebelumnya dan berbagai karya ilmiah. 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan teknik yang dilakuakan sebelum 
melakukan pengelolaan data dan validasi data, analisis data merupakan 
proses mencari dan menyusun data yang sudah di peroleh dari observasi, 
wawancara, serta dokumen dan arsip. Teknik analisis data ini dianalisis 
secara dekriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan dengan 
kalimat atau kata yang mudah dipahami peneliti. Setelah dilakukan analisis 
data, maka akan dikelompokkan atau pengelolaan data dan setelah itu baru 
dilakukan validasi data penelitian. 
                                                          
28  Bungin,“Analisis Data Penelitian Kualitatif.” (Jakarta: PT Raja Grafindo.2003) 
 
 



































Penelitian ini merupakan penelitian jenis metode Kualitatif, yaitu 
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan jenis  
studi kasus yaitu penelitian yang memperhatikan semua aspek terpenting 
dari suatu kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian 
studi kasus ini dapat mempermudah peneliti dalam menyampaikan suatu 
gambaran yang lebih detail mengenai situasi atau objek. Berikut ciri utama 
yang biasa terdapat dalam penelitian studi kasus ini. Yaitu: 
a. Penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai suatu permasalahan 
seperti masalah sosial. keadaaan masyarakat. keadaaan individu dan 
keadaan lingkungan dan tetap memperhatikan semua aspek yang 
dianggap penting dalam suatu permasalahannya, sehingga akan 
mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail. 
b. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini maka peneliti 
dapat memahami dan menjelaskan mengenai penelitian yang 
dilakukannya 
c. Bersifat heuristik yang artinya dengan menggunakan penelitian studi 
kasus dapat menjelaskan alasan terhadap suatu masalah atau isu. 
d. Pada penelitian jenis studi kasus membutuhkan waktu yang relatif lebih 
lama. 
Peneliti yang menggunakan metode penelitian pendekatan studi kasus 
dengan tujuan dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pemahaman dan 
konsep-konsep yang diperoleh, serta dapat menyampaikan suatu gambaran 
 



































secara lebih detail mengenai situasi atau objek pengamatan sebuah 
kejadian dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam 
pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW) di 
kabupaten Bojonegoro  
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyusun sebuah penelitian sistematika penulisan yang digunakan 
peneliti adalah: 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi dan batas masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II Bab ini menjelaskan kerangka teori, disini penulis menjabarkan 
teori-teori yang terkait dalam penelitian, yaitu teori kebijakan, 
teori pengembangan infrastruktur dan teori kemajuan 
pembangunan ekonomi. 
BAB III Bab ini menjelaskan mengenai data penelitian, disini penulis 
menjabarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan 
variabel yang diteliti secara objektif, yakni keadaan geografis 
dan infrastruktur sosial ekonomi Kabupaten Bojonegoro,  data 
profil dan tugas pokok DPU Bina Marga dan PKP Cipta Karya 
 



































Kabupaten Bojonegoro, serta kebijakan-kebijakan 
pembangunan ekonominya. 
BAB IV Bab ini menjelaskan mengenai analisis data, disini penulis 
menganalisis data yang diperoleh dan menjawab rumusan 
permasalahan dalam penelitian yang dilakukan secara tepat. 
BAB V Bab ini berisi penutup, yang disini penulis memberikan 
kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang dilakukan 
serta berisi saran untuk beberapa pihak terkait dan akademisi 
dalam melakukan penelitian lanjutan. 
 




































1. Pengertian Kebijakan 
Istilah kebijakan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun pemerintah 
dalam suatu negara. Adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam 
mengatur negaranya menjadi pokok utama atau pegangan bagi kesejahteraan 
masyarakat. Kebijakan sering kali disebut dengan policy (dalam bahasa inggris). 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan memiliki arti serangkaian 
konsep maupun asas yang akan menjadi garis besar atau sebagai dasar dari 
perencanaan suatu pekerjan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi dan 
sejenisnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.29 
Kebijakan memiliki arti serangkaian tindakan atau kegiatan yang muncul 
karena ide dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
yang didalamnya terdapat hambatan-hambatan maupun mempunyai 
kesempatan-kesempatan dalam mendapatkan usulan dalam membuat 
kebijaksanaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.30 Dari pengertian 
seperti ini, maka rumusan kebijakan yang telah dibuat maupun ditetapkan harus 
                                                          
29 Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” (Jakarta: Pusat 
Bahasa.2014). 
30 Carl J. Friedrich, “Man His Goverment.” (New York: Mc-Grow-Hill.1963). 
 
 



































segera diambil tindakan pelaksanaaannya, supaya dalam suatu negara tidak 
hanya kebijakan saja yang tertuang rapi dan bagus dalam tulisan. 
Kebijakan juga memiliki arti kegiatan yang sedikit banyak melibatkan 
seseorang yang bersangkutan serta konsekuensi-konsekuensinya, bukan hanya 
hasil keputusan perorangan.31 Kemudian terdapat lagi pengertian mengenai 
kebijakan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan seseorang ataupun aktor yang 
terkait dengan memiliki maksud dan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang 
ada.32 Dari adanya beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kebijakan 
tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi perselisihan 
pendapat dan menjadikan perdebatan diantara satu dengan yang lainnya. 
Kemudian untuk memahami istilah kebijakan dengan benar, maka perlu adanya 
beberapa pedoman pemahamannya, yaitu sebagai berikut:33 
1. Kebijakan dan keputusan sangatlah berbeda 
2. Kebijakan dan administrasi merupakan dua hal yang semestinya tidak 
dibedakan. 
3. Didalam kebijakan terdapat perilaku serta harapan-harapan. 
4. Didalam kebijakan terdapat tindakan atau kegiatan yang tercapai dan tidak 
tercapai. 
5. Didalam kebijakan pasti akan ada hasil yang akan dicapai. 
                                                          
31 Richard Rose,“The Power Elite.”. (New York: Oxford University Press. 1969). 
32 James E. Anderson. “Public Policy Making.” (New York: NJ: Holt Reinhartnwinston. 1976). 
33 Solichin Abdul Wahab, “Evaluasi Kebijakan Publik.” (Malang: FIA UNIBRAW.1997). 
 
 



































6. Terdapat tujuan serta sasaran yang eplisit ataupun implisit di dalam suatu 
kebijakan. 
7. Untuk memunculkan kebijakan perlu adanya proses yang panjang. 
8. Terdapat hubungan-hubungan yang sifatnya antar organiasasi maupun intra 
organisasi dalam kebijakan. 
9. Peran lembaga-lembaga pemerintah sangatlah penting, yaitu mengatur 
kebijakan publik. 
10. Kebijakan di definisikan serta dirumuskan secara subjektif. 
Mengacu dalam pedoman tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang, organisasi atau pemerintah yang dirumuskan secara subjektif yang 
bertujuan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. 
2. Proses Pembuatan Kebijakan 
Permasalahan yang di alami oleh Negara Indonesia yang mana masih 
adanya ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lainnya, membuat 
pemerintah harus berusaha terampil dalam mengatur negara. Tindakan yang 
dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan, hal ini 
diharapkan akan mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan yang 
terjadi. Dalam pembuatan kebijakan pastinya terdapat proses-proses yang 
dilalui, proses tersebut meliputi:34  
                                                          
34 William N Dunn, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik.” (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press.1999). 
 



































1. Penyusunan agenda, dalam tahapan ini pejabat dipilih dan diangkat untuk 
menempatkan masalah kebijakan yang akan diagendakan. 
2. Tahap formulasi kebijakan, dalam hal ini para pejabat yang ditunjuk 
merumuskan kebijakan-kebijakan memiliki tujuan untuk memecahkan 
masalah. 
3. Adopsi kebijakan, dalam tahapan ini alternatif-alternatif kebijakan yang telah 
dibuat dipilih dan diadopsi dengan didukung oleh kelembagaan terkait. 
4. Implementasi kebijakan, untuk tahapan ini kebijakan yang telah disusun 
mulai dilaksanakan oleh pelaksana yang bertugas yang berjalan bersama 
dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam hal finansial dan 
manusia. 
5. Penilaian kebijakan, dalam tahapan yang terakhir ini adalah tahapan untuk 
menilai kinerja atau kegiatan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat 
lembaga terkait oleh tim penilai (pemeriksa) dan akuntan. 
3. Faktor Implementasi Kebijakan 
Sebagaimana dengan adanya rumusan kebijakan yang telah disusun 
tentunya pemerintah berusaha untuk melakukan pengimplementasiannya. 
Dalam melakukan implementasi suatu kebijakan terdapat beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi, diantaranya 
sebagai berikut:35 
                                                          
35 George Edwerd III “Implementing Public Policy.” (Jakarta.2003). 
 
 



































1. Communication, dengan adanya komunikasi maka penyebarluasan informasi 
dari segala arah menjadi lancar. Namun dalam penyampaian informasi 
tersebut harus secara jelas dan penuh ketelitian agar tidak terjadi simpang siur 
informasi. 
2. Resources, sumber daya yang dimaksudkan disini adalah implementator dari 
kebijakan yang telah di keluarkan, karena sumber daya ini sangatlah penting 
untuk membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Jika 
kurang adanya sumber pendukung dalam implementasi kebijakan maka tidak 
akan efektif proses kebijakan yang telah disusun. Selanjutnya, sumber daya 
tersebut harus tersedia dengan cukup, sumber daya tersebut harus memiliki 
keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki informasi 
yang kuat untuk kebutuhan data, serta dukungan dari lingkungan untuk 
kelancaran pelaksanaan kebijakan. 
3. Dispotisions or attitude, dalam hal ini artinya sikap dari implementator dalam 
melaksanakan implementasi kebijakan. Implementator harus memiliki 
banyak inisiatif agar berhasil dalam menjalankan kebijakan. 
4. Bureaucratic structure, artinya tahapan birokrasi memiliki keterkaitan erat 
dalam kebijakan baik antara lembaga yang sama maupun lembaga yang 
berbeda, sehingga sangat diperlukan koordinasi yang efektif. 
Kebijakan pemerintah dalam halnya pembangunan ekonomi sangatlah 
dibutuhkakn oleh masyarakat, dengan adanya keberhasilan dalam merumuskan 
kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah maka akan berpengaruh juga 
pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Kebijakan ini 
 



































mengarah pada intervensi pemerintah dalam menentukan cara untuk 
memperbaiki pembangunan serta mendukung proses pambangunan ekonomi 
yang lebih baik lagi. Dalam artian lain kebijakan disini memiliki arti penting 
yaitu upaya untuk mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan ekonomi.36  
Selanjutnya disini pemerintah ataupun institusi ekonomi memiliki 
pengaruh besar dalam halnya pembuat kebijakan pembangunan, menurut 
Rodrik (2003), terdapat empat fungsi institusi pendukung dalam 
perekonomian, yaitu sebagai berikut:37 
1. Berfungsi untuk menciptakan pasar atau disebut dengan market creating, 
dalam hal ini institusi bertugas untuk melindungi hak kepemilikan atau 
mengurus kontraknya. 
2. Berfungsi dalam pengaturan pasar atau disebut dengan market regulating, 
dalam hal ini institusi yang mengatasi masalah kegagalan pasar seperti 
mengatur eksternalitas, skala ekonomi, ketidaksempurnaan informasi dalam 
transaksi ekonomi. 
3. Berfungsi menjaga stabilitas pasar (market stabilizing), dalam hal ini pihak 
institusi harus selalu menjaga kestabilan inflasi, mengatasi ketidakstabilan 
makro ekonomi serta mengatasi dan mengendalikan jika terjadi krisis 
keuangan. 
                                                          
36 Lincolin Arsyad, “Ekonomi Pembangunan Edisi 5.” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2016). 
37 Ibis Hlm 489 
 



































4. Berfungsi dalam melegitimasi pasar (market legitimizing), dalam hal ini 
institusi berperan dalam pemberian perlindungan sosial dan ekonomi serta 
melakukan pengelolaan retribusi dan mengatasi masalah perekonomian. 
Kemudian pemerintah juga memiliki kewenangan atau kebijakan dalam 
penyusunan anggaran pendapatan maupun pengeluaran. Penyusunan anggaran 
merupakan proses untuk membantu dalam melaksanakan fungsi perencanaan 
dan pengendalian yang efektif.38 Rancangan anggaran tersebut dapat 
mendukung pemerintah dalam mencapai kebijakan yang telah dirumuskan. 
B. Infrastruktur 
Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 
arti proses, cara serta perbuatan pengembangan.39 Pengembangan dalam kamus 
umum bahasa Indonesia karya WJS Poewadarminta memiliki pengertian 
perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna yang meliputi pikira, 
pengetahuan dan sebagainya.40 Berdasarkan pengertian tersebut maka 
pengembangan memiliki kesimpulan suatu perubahan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok menuju lebih baik lagi. 
5. Pengertian Infrastruktur 
Infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 
pengertian sebagai sarana dan prasarana umum, sarana yang dimaksudkan disini 
                                                          
38 Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam Pada Pelaku Usaha 
Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia”, Jurnal of Islamic Economics 
and Business (JIEB), 9(2),102-115.(2020) 
39Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” (Jakarta: Pusat 
Bahasa.2014). 
40Sukiman. “Pengembangan Media Pembelajaran.” (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.2012). 
 



































seperti fasilitas publik berupa fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, 
puskesmas, apotek dan lain sebagainya, selanjutnya terdapat fasilitas 
pendidikan, jalan, jembatan, transportasi, saniitasi, telepon dan sebagainya. 
Definisi dari infrastruktur lainnya yaitu dalam ilmu ekonomi adalah wuju dari 
public capital atau disebut dengan modal publik yang dibentuk dari pemerintah 
berupa investasi, infrastruktur disini mengarah pada jalan, jembatan, dan saluran 
pembuangan.41 
Definisi infrastruktur menurut peraturan presiden No.38 tahun 2015 adalah 
berupa teknis, berupa fisik maupun sistem, serta dapat pula berupa perangkat 
keras dan lunak yang digunakan untuk melayani masyarakat yang nantinya  
sebagai pendukung jaringan masyarakat serta pendukung jaringan struktur untuk 
pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat. Kemudian pengertian infrastruktur 
yang lainnya adalah sistem fisik, yang dimaksudkan disini adalah penyediaan 
transportasi yang dibutuhkan, sistem pengairan yang lancar, pembangunan 
drainase, melakukan pembangunan gedung-gedung serta fasilitas publik lainnya 
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan dalam bidang 
ekonomi maupun dalam bidang sosial.42 Pengertian infrastruktur yang merujuk 
pada suatu sistem, yaitu sama halnya dengan bagian-bagian atau yang berupa 
sarana prasarana (sebuah jaringan) yang tidak dapat terpisahkan. 
                                                          
41 George Mankiw, “Teori Makroekonomi Edisi Kelima.” (Jakarta: Informatika.2003). 
42 Neil S. Grigg, “Infrastructure Engineering ang Management.” (Jhon & Sons.1998). 
 



































6. Kategori Infrastruktur 
Selanjutnya kategori infrastruktur dibedakan menjadi 6, yaitu43: 
1. Kategori jalan, yaitu meliputi jalan, jalan raya serta jembatan 
2. Kategori pelayanan transportasi, yaitu meliputi tempat transit, rel kereta, 
pelabuhan serta bandar udara 
3. Kategori air, yaitu meliputi air bersih, air kotor, semua sistem air serta 
jalan untuk air. 
4. Kategori manajemen limbah, yang meliputi sistem manajemen limbah 
yang padat. 
5. Kategori bangunan gedung serta fasilitas olahraga. 
6. Kategori produksi dan distribusi energi seperti energi listrik dan gas. 
Berdasarkan Word American Works Association berependapat bahwa 
infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang kemudian dikembangkan serta 
dibutuhkan oleh agen-agen publik sebagai penyediaan air, penyediaan tenaga 
listrik, tempat pembuangan limbah, terpenuhinya transportasi dan juga 
pelayanan-pelayanan untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat. 
Infrastruktur berperan sebagai penopang sistem sosial dan sistem ekonomi 
masyarakat, dalam hal ini infrastruktur juga berperan sebagai penghubung 
dengan sistem lingkungan.44 Perlunya pemahaman infrastruktur sebagai dasar 
                                                          
43 Ibid 
44 Robert J. Kodoatie, “Pengantar Manajemen Infrasruktur” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005). 
 



































pengambilan kebijakan, karena tersedianya infrastruktur dapat memberikan 
dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi seluruh masyarakat.45 
Dalam infrastruktur menurut American Public Work Association terdapat 
beberapa komponen-komponen pendukung, yaitu meliputi:46 
1. Menyediakan sistem air, yang meliputi waduk, penampung air, 
transmisi serta distribusi dan fasilitas-fasilitas pengolahan air. 
2. Menyediakan sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengumpul, 
pengolahan, pembuangan, serta daur ulang. 
3. Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengelola limbah jenis padat. 
4. Menyediakan fasilitas dalam pngendalian banjir, drainase serta irigasi. 
5. Menyediakan fasilitas-fasilitas lintas air dan navigasi. 
6. Menyediakan fasilitas-fasilitas transportasi, yang meliputi jalan, rel 
kereta, serta bandar udara termasuk rambu lalu lintas di dalamnya. 
7. Menyediakan sistem untuk transit 
8. Menyediakan sistem kelistrikan yang mendukung sistem produksi dan 
distribusi. 
9. Menyediakan fasilitas-fasilitas gas alam. 
10. Menyediakan dan memperbaiki gedung publik baik sekolah, rumah 
sakit dan tempat-tempat publik lainnya. 
11. Menyediakan fasilitas-fasilitas perumahan publik lainnya. 







































12. Menyediakan taman kota, yang akan berfungsi sebagai daerah resapan 
maupun tempat bermain. 
13. Menjalin komunikasi dengan baik oleh pemerintah, phak swasta 
maupun masyarakat. 
Kemudian menurut P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota 
Terpadu), yang ternasuk komponen dari infrastruktur adalah:47 
1. Terdapat perencanaan kota 
2. Adanya peremajaan kota 
3. Pengelolaan air limbah 
4. Terdapat pengelolaan sampah 
5. Adanya pembangunan kota baru 
6. Terdapat jalan kota yang baik 
7. Adanya pengendalian bencana banjir 
8. Pengelolaan perumahan 
9. Terdapat perbaikan dalam perkampungan  
10. Adanya perbaikan prasarana di daerah pasar 
11. Terdapat rumah sewa 
12. Penyediaan air minum yang cukup 
13. Pembuatan drainase. 
                                                          
47 Ibid 
 



































Selanjutnya di dalam The World Bank tahun 1994 telah membagi 
infrastruktur menjadi 3 bagian, antara lain infrastruktur ekonomi, infrastruktur 
sosial dan infrastruktur institusi.48 
a. Infrastruktur Ekonomi 
Infrastruktur ekonomi merupakan sarana prasarana dalam bentuk fisik 
yang berguna untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi. Infrastruktur ini 
dapat meliputi public utilities yang mana mencakup tenaga, telekomunikasi, 
air bersih, sanitasi dan gas. Selanjutnya diperlukan public work yang meliputi 
jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase. Kemudian diperlukannya sektor 
transportasi yang mana meliputi jalan, rel kereta api, pelabuhan, lapangan 
terbang dan lain sebagainya. 
b. Infrastruktur Sosial 
Infrastruktur sosial, merupakan jenis infrastruktur yang berupa 
pembangunan gedung-gedung sebagai pendukung perkembangan ekonomi, 
seperti bangunan gedung pendidikan yang meliputi gedung sekolah, 
perpusatakaan desa, taman baca dan lain sebagainya. Kemudian 
pengembangan dalam pembangunan gedung kesehatan yang meliputi gedung 
rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan gedung kesehatan lainnya, 
dan melakukan pengembangan dalam hal perbaikan gedung perumahan atau 
sering dilakukannya bedah rumah serta dibangunnya tempat-tempat rekreasi 
atau RTH (ruang terbuka hijau) 
                                                          
48 Rindang Bangun Prasetyo & MUhammad Firdaus, “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan 
Ekonomi Wilayah Di Indonesia.” JEKP Vol 2 no 2 Mei 2009, 225.  
 
 



































Kemudian kategroi infrstruktur yang ketiiga, yang mana kategori ini 
hanya sistem pendukung dalam pengembangan infrastruktur ekonom dan 
sosial yaitu infrastruktur administrasi, dalam infrastruktur ini didalamnya 
terdapat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung, 
yaitu berupa penegakan hukum, kontrol administrasi serta koordinasi. 
3. Peran Infrastruktur 
Sistem infrastruktur berperan penting dalam kehidupan masyarakat, karena 
hal tersebut menjadi salah satu pendukung utama pada sistem sosial dan sistem 
ekonomi kehidupan mereka. Fungsi dari infrastruktur ini yaitu sebagai mediator 
pada sistem sosial dan sistem ekonomi yang dapat berpengaruh nantinya untuk 
tatanan hidup masyarakat serta lingkungannya. Selanjutnya untuk lingkungan 
alam memiliki peran sebagai pendukung dalam sistem infrastruktur. Pada 
hakekatnya sistem infrastruktur merupakan pendukung dari sistem ekonomi, 
sedangkan sistem ekonomi merupakan pendukung dari sistem sosial masyarakat. 
Tersedianya infrastruktur dalam suatu wilayah merupakan pengaruh 
terbesar bagi perkembangan wilayah tersebut, hal tersebut merupakan ciri-ciri 
dari meningkatnya laju pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Jika suatu wilayah terdapat atau memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi 
yang memadai, maka wilayah tersebut akan mengalami laju pertumbuhan dan 
kesejahteraan yang lebih baik, akan tetapi jika suatu wilayah tidak memadai 
infrastrukturnya maka wilayah tersebut akan mengalami perlambatan dalam 
laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini 
terbukti bahwa infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 
 



































wilayah serta infrastruktur masuk kedalam salah satu kategori roda penggerak 
dalam pertumbuhan ekonomi.49 
Seperti penjelasan sebelumnya bahwa infrastruktur sebagai pengaruh 
pertumbuhan ekonomi yang utama, selanjutnya peran infrastruktur dalam suatu 
negara juga sebagai pendorong adanya pengeluaran produktivitas serta 
membantu kelancaran kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Namun dibalik 
peran infrastruktur yang sangat besar tersebut terdapat dua kendala dalam 
pengadaannya, kendala tersebut seperti adanya kegagalan dalam pasar dan 
pembiayaan. Kegagalan pasar disini mengarah dalam hal produktivitas maupun 
distribusi, kurangnya atau terbatasnya infrastruktur dapat berpengaruh tinggi 
terhadap kegagalan pasar, seperti contoh jika infrastruktur jalan pada suatu 
wilayah mengalami keterbatasan maka kegiatan pendistribusian barang 
produksi akan terkendala sehingga memperlambat proses jual beli 
(perekonomian masyarakat). Selanjutnya masalah pembiayaan, dalam hal ini 
pemerintah berperan penting dalam anggaran yang diajukan untuk proses 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Biasanya pembangunan infrastruktur 
telah diatur penganggarannya dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara). 
Dari pengertian infrastruktur serta peran infrastruktur yang sangat 
berpengaruh dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dijelaskan  
                                                          
49 Desty Nurhidayanti Chaerunnisa, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Kota” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. (2014). 
 
 



































bahwa infrastruktur berperan penting sebagai penghubung dari pusat ekonomi 
atau pusat kota terhadap daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau, daerah-
daerah lereng maupun lembah yang masih bayak angka kemiskinan di 
dalamnya, serta kurangnya prasarana infrastruktur. Dalam hal ini peran 
pemerintah sangat penting dalam pembangunan infrastruktur untuk 
memperbaiki pertumbuhan ekonomi daerah yang dikatakan jauh dari pusat 
kota. Hal tersebut dilakukan untuk mengentas kemiskinan yang ada, serta 
dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut maka 
akan meningkatan akses bagi masyarakat miskin, akses yang baik akan mampu 
mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan serta mampu membuka 
kesempatan kerja masyarakat untuk mendapatakan manfaat pertumbuhan 
ekonomi wilayah. 
C. Pembangunan Ekonomi 
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
Suatu negara dapat dikatakan maju apabila negara tersebut mampu dan 
berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan 
ekonomi tersebut tidak lepas dari adannya peran serta pemerintah dalam 
merencanakan program-programnya dalam pembangunan. Tanpa adanya 
perencanaan yang matang maka pembangunan yang dilakukan tidaklah 
maksimal. Para ahli berpendapat mengenai pengertian dari perencanaan 
pembangunan sendiri, yaitu sebagai berikut:50 
                                                          
50 Lincolin Arsyad, “Ekonomi Pembangunan Edisi 5.” (Yogyakarta: UPP STIM YKPN.2016). 
 



































1. Menurut Waterson (1965), Perencanaan pembangunan merupakan usaha 
yang dilakukan secara sadar, terorganisasi, serta terlaksana dengan terus-
menerus yang digunakan untuk memilih alternatif yang terbaik agar 
mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 
2. Menurut Melville J Brach, perencanaan pembangunan memiliki arti suatu 
aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan, memutuskan apa yang dapat 
dilakukan dan diinginkan untuk masa depannya serta cara untuk 
pencapaiannya. 
3. Menurut Peter Hall (1992), perencanaan pembangunan merupakan suatu 
rangkaian tindakan yang secara berturut-turut dan mengarah pada 
pencapaian suatu tujuan tertentu. 
4. Menurut Conyers dan Hills (1994), perencanaan pembangunan adalah suatu 
proses yang memiliki kesinambungan serta terdapat proses pengambilan 
keputusan atau memilih berbagai alternatif dalam penggunaan sumberdaya 
dengan tujuan untuk mencapai keinginan pada masa yang akan datang. 
2. Karakteristik dan Unsur Pendukung Keberhasilan Pembangunan 
Dalam perencanaan pembangunan ekonomi biasanya ditandai dengan 
berbagai upaya dalam pemenuhan kriteria yang diinginkan serta memiliki 
tujuan untuk membangun. Hal inilah yang menjadi perbedaan perencanaan 
pembangunan dengan perencanaan-perencanaan lainnya. Perencanaan 
pembangunan memiliki berbagai karakteristik, yaitu sebagai berikut:51 
                                                          
51Ibid hlm 159 
 



































1. Terdapat upaya yang terencana untuk mencapai pertumbuhan sosial 
ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal seperti ini 
tercermin juga pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk pertumbuhan 
ekonomi yang positif. 
2. Terdapat upaya dalam suatu rencana untuk peningkatan pendapatan 
perkapita. 
3. Terdapat upaya perencanaan dalam perubahan struktur ekonomi. Perubahan 
ekonomi ini disebut juga diversifikasi ekonomi. 
4. Terdapat upaya perencanaan untuk perluasan kesempatan kerja. 
5. Terdapat upaya perencanaan dalam pemeratan pembangunan yang disebut 
dengan istilah keadilah disitributif. 
6. Terdapat upaya yang bertujuan dalam pembinaan lembaga-lembaga di 
bidang ekonomi masyarakat yang akan menunjang kegiatan pembangunan. 
7. Terdapat upaya untuk menjaga stabilitas dalam negeri. 
Kemudian didalam perencanaan pembangunan ekonomi juga terdapat 
beberapa unsur pokok untuk mendukung keberhasilan dalam pembangunan, 
unsur-unsurnya sebagai berikut:52 
1. Terdapat unsur kebijakan maupun strategi dalam hal perencanaan 
pembangunan. Dalam unsur ini disebut juga sebagai landasan dari 
perencanaan, kemudian kebijakan maupun strategi yang telah di rencanakan 
tersebut dituangkan kedalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan 
ekonomi. 
                                                          
52 Ibid   
 



































2. Terdapat unsur kerangka perencanaan pembangunan pada tataran makro. 
Dalam unsur ini akan dihubungkan beberapa variabel pembangunan beserta 
implikasi dari hubungan variabel dengan tataran makro tersebut. 
3. Terdapat unsur perencanaan sumber-sumber dalam pembangunan, sumber-
sumber ini khususnya dalam hal pembiayaan. Masalah keterbatasan sumber 
pembiayaan sering kali terjadi pada setiap Negara apalagi NSB. 
4. Terdapat uraian dalam hal kerangka kebijakan, kerangka kebijakan ini 
meliputi kebijakan fiskal. kebijakan moneter, kebijakan dalam 
penganggaran, kebijakan harga serta kebijakan-kebijakan sektoral lainnya. 
Kebijakan-kebijakan tersebut perlu dirumuskan agar dapat 
diimplementasikan selanjutnya. 
5. Perencanaan pembangunan merupakan program investasi yang didalamnya 
dilakukan secara sektoral. Dalam menyusun program investasi secara 
sektoral ini dilakukan secara bersama-sama dengan rencana-rencana yang 
menjadi sasaran. 
6. Perencanaan pembangunan merupakan administrasi pembangunan yang 
menjadi pendukung dalam usaha perencanaan serta pelaksanaan adanya 
pembangunan. 
Setelah dilakukannnya serangkaian perencanaan oleh pemerintah maka 
dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pembangunan ekonomi pada 
suatu wilayah. Oleh sebab itu peran pemerintah disini dapat berpengaruh besar 
dalam berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilaksanakan. Namun 
sebaliknya jika pemerintah terlalu acuh dan tidak adanya kebijakan terkait 
 



































pembangunan wilayahnya maka akan menghambat pembangunan ekonomi 
wilayah. 
Sering kali menjadi perdebatan difinisi antara pertumbuhan ekonomi 
dengan pembangunan ekonomi. Kedua istilah tersebut seringkali disamakan 
artinya, namun hal tersebut salah. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 
memiliki difinisi yang berbeda serta makna yang berbeda pula. Pertumbuhan 
ekonomi merupakan kenaikan dari GDP maupun GNP yang tidak memandang 
besar maupun kecilnya kenaikan terhadap pertumbuhan penduduk yang terjadi, 
serta tidak menghiraukan perubahan dari sistem ekonomi maupun 
kelembagaannya.53 Istilah pertumbuhan ekonomi sering kali digunakan dalam 
perubahan perkembangan ekonomi yang dialami oleh negara maju. 
3. Teori Pembangunan Ekonomi 
Selanjutnya menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu proses 
yang disebut multidimensional, yang artinya pembangunan ekonomi tidak 
hanya terfokus dalam perubahan struktur ekonomi yang telah diindikasikan 
terhadap turunnya peranan dalam sektor pertanian serta peningkatan dalam 
sektor industri, tetapi suatu proses yang menyebabkan banyak perubahan, 
seperti:54 
1.  Adanya perubahan orientasi dalam hal organisasi ekonomi, organisasi 
politik, dan organisasi sosial yang awalnya berorientasi hanya dalam daerah 
saja menjadi berorientasi pada luar daerah juga. 
                                                          
53 Ibid Hlm 12 
54 Ibid Hlm 62 
 



































2. Adanya perubahan pandangan dari masyarakat dalam hal jumlah anak 
dalam keluarga, yang awalnya dalam satu keluarga berkeinginan 
mempunyai banyak anak menjadi keluarga kecil saja. 
3. Adanya perubahan dalam kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat, 
yang semula investasi dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif kini 
masyarakat melakukan investasi untuk hal yang produktif saja. 
4. Adanya perubahan dalam sikap hidup masyarakat serta adat istiadat yang 
awalnya kurang adanya rangsangan terhadap pembangunan ekonomi, 
seperti adanya perubahan sikap yang berawal dari kurangnya masyarakat 
dalam menghargai waktu, kini lebih memanfaatkan waktu yang ada. 
Kemudian yang awalnya masyarakat kurang menghargai pencapaian 
prestasi dari perorangan kini menjadi saling menghargai sekecil apapun 
pencapaian dan perubahan-perubahan lainnya. 
Dari adanya pengertian tersebut maka diketahui bahwa pembangunan 
ekonomi memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar dalam 
peningkatan GNP per tahun, melainkan mencakup banyak aspek kehidupan 
masyarakat yang ditingkatnya bukan hanya dalam aspek ekonomi saja. 
Pembangunan ekonomi disini juga memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh 
setiap negara bertujuan dalam mengembangkan kegiatan perekonomian 
masyarakatnya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pada setiap 
negara.55Dalam melakukan pembangunan ekonomi diharapkan mampu 
merubah atau meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk dalam setiap 
                                                          
55 Ibid Hlm 11 
 



































negara dalam jangka panjang, serta diharapkan pula adanya perbaikan untuk 
sistem kelembagaan pada setiap negara, perbaikan kelembagaan tersebut 
dilakukan karena dapat berpengaruh besar pada proses pembangunan ekonomi 
yang berlangsung.  
Dari beberapa pengertian terkait pembangunan ekonomi, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dan sifat yang 
menjadi pokok dari pembangunan ekonomi sendiri, unsur dan sifat tersebut 
terdiri dari:56 
1. Suatu perubahan yang sifatnya kontinue (terjadi secara terus menerus dan 
berkelanjutan). 
2. Terdapat usaha dalam peningkatan pendapat per kapita, kemudian 
pendapatan per kapita tersebut dapat berlangsung dan meningkat dalam 
jangka yang panjang. 
3. Terdapat usaha untuk memperbaiki sistem kelembagaan dalam segala 
bidang, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang 
sosial maupun budaya.  
Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk mengembangkan 
perekonomian dengan ketersediaan infrastruktur lebih banyak, perusahaan 
semakin banyak yang berkembang, tingkat pendidikan semakin baik dan 
semakin tinggi, serta semakin majunya teknologi, kemudian implikasi dari 
adanya perkembangan yang dilakukan ini adalah semakin meningkatnya 
                                                          
56 Ibid Hlm 11 
 



































kesempatan kerja, meningkatnya jumlah pendapatan serta masyarakat menjadi 
sejahtera.57 
  
                                                          
57 Sadono Sukirno “Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan”. (Jakarta: 
Prenada Media Grup, 2006). 
 
 



































A. Keadaan Geografi dan Infrastruktur Sosial Ekonomi Kabupaten 
Bojonegoro 
1. Keadaan Geografis Kabupaten Bojonegoro 
Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di 
Provinsi Jawa Timur, yang berjarak dari ibu kota provinsi sekitar 110 km. 
Secara geografis Kabupaten Bojonegoro terletak pada 112o25`- 112o09` Bujur 
Timur serta 6o59` - 7o37` Lintang Selatan. Bagian sebelah timur Kabupaten 
Bojonegoro berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lamongan, untuk sebelah 
utara berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tuban, kemudian untuk 
sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, Jombang dan 
Nganjuk serta bagian barat Kabupaten Bojonegoro berbatasan langsung 
dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya Kabupaten Blora dan Ngawi. 
Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 Kecamatan dengan jumlah desa 
sebanyak 419 dan jumlah kelurahan sebanyak 11 serta dengan luas keseluruhan 
adalah 230.706 hektar. Dari 28 Kecamatan yang ada di Bojonegoro Kecamatan 
Tambakrejo merupakan Kecamatan yang paling luas, berikut nama-nama 
kecamatan beserta luas wilayahnya:58 
Tabel 3.1 
Data Kecamatan Se-Bojonegoro 
No Kecamatan Luas (Km2) Presentase (%) 
1 Margomulyo 139,68 6,05 
                                                          
58 RPIJM Kabupaten Bojonegoro diambil pada tanggal 1 Februari 2021 
 



































2 Ngraho 71,48 3,10 
3 Tambakrejo 209,52 9,08 
4 Ngambon  48,65 2,11 
5 Sekar 130,24 5,65 
6 Bubulan 84,73 3,67 
7 Gondang 107,01 4,64 
8 Temayang 124,67 5,40 
9 Sugihwaras 87,15 3,7 
10 Kedungadem 145,15 6,29 
11 Kepoh Baru 79,64 3,45 
12 Baureno 66,37 2,88 
13 Kanor 59,78 2,59 
14 Sumberejo 76,58 3,32 
15 Balen 60,52 2,62 
16 Sukosewu 47,48 2,06 
17 Kapas 46,38 2,01 
18 Bojonegoro (Kota) 25,71 1,11 
19 Trucuk 36,71 1,59 
20 Dander 118,36 5,13 
21 Ngasem 197,26 8,55 
22 Kalitidu 65,95 2,86 
23 Malo 65,41 2,84 
24 Purwosari 62,32 2,70 
25 Padangan 42,00 1,82 
26 Kasiman 51,80 2,25 
27 Kedewan 56,51 2,45 
28 Gayam 50,05 2,17 
Sumber : RPIJM Kabupaten Boojonegoro 
Kabupaten Bojonegoro mempunyai keragaman budaya seperti tayub, tari 
thengul dan juga batik jonegoro yang telah dikenal oleh banyak kalangan, baik 
dalam Bojonegoro maupun luar Bojonegoro sendiri. Selain keragaman budaya, 
Kabupaten Bojonegoro juga memiliki potensi ekonomi yang berupa sektor 
pertanian, holtikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan, kemudian 
terdapat sektor industri kreatif, sektor migas dan ada pula sektor pariwisata. 
Dari beberapa sektor tersebut terdapat 3 sektor unggulan yang menjadi 
penyumbang terbesar PDRB dari Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, meliputi 
sektor migas yang berupa petambangan serta penggalian (dalam rincian 
47,40%), sektor non migas atau basis yang berupa pertanian, kehutanan serta 
 



































perikanan yang pada tahun 2017 berkisar 14,43% dan sektor perdagangan besar 
maupun eceran, resparasi mobil serta sepeda motor menjadi penyumbang 
PDRB Bojonegoro sekitar 8,50%.  
2. Pengembangan Infrastruktur Sosial Kabupaten Bojonegoro 
Infrastruktur sosial disini mengarah pada pembangunan sarana dan 
prasarana pendukung kagiatan masyarakat. Dilakukannya pembangunan 
infrastruktur ini guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat 
Bojonegoro. Infrastruktur sosial ini terdiri dari sektor pendidikan berupa sarana 
dan prasarana sekolah serta perpustakaan yang nantinya menjadi pendorong 
masyarakat dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya terdapat sektor 
kesehatan, dalam infrastruktur sosial ini sektor kesehatan meliputi adanya 
pembangunan sara prasarana rumah sakit, puskesmas, serta poli-poli kesehatan 
di lingkungan masyarakat, kemudian terdapat tempat-tempat rekreasi yang 
berfungsi untuk tempat hiburan masyarakat Bojonegoro sendiri. 
1. Prasarana Pendidikan 
Berikut data capaian pembangunan  sarana prasarana dalam 
ketersediaan sekolah serta fasilitas pendidikan lainnya59 
Tabel 3.2 
Jumlah Perkembangan Prasarana Bidang Pendidikan Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2018-2019 
No Uraian Satuan 2018 2019 
1 
Fasilitas Sekolah SD/MI    
Jumlah Gedung Unit 1.148 1.148 
Jumlah R. Kelas Lokal 5.728 5.747 
Jumlah R. Guru Lokal 1.066 1.069 
Jumlah R. Perpustakaan Lokal 958 965 
2 Fasilitas Sekolah SLTP / MTS    
                                                          
59 LKPJ Bupati Bojonegoro 2019 
 



































Jumlah Gedung Unit 266 266 
Jumlah R. Kelas Lokal 1.770 1.785 
 Jumlah R. Guru Lokal 257 257 
 Jumlah Perpustakaan Lokal 172 172 
Sumber: LKPJ Bupati Bojonegoro 2019 
Selain fasilitas sekolah, infrastruktur sosial dalam bidang pendidikan 
selanjutnya adalah bangunan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana 
pendukung bidang pendidikan, didalam perpustakaan terdapat bahan 
pustaka yang berguna untuk bahan bacaan dan pengetahuan masyarakat 
Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki fasilitas perpustakaan, baik 
yang terletak pada pusat kota maupun di beberapa desa. Pada tahun 2013 
presentase jumlah perpustakaan di Bojonegoro mencapai 108 unit, lalu pada 
tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah perpustakaan yakni sebesar 
39,07% yaitu sejumlah 168 unit perpustakaan, kemudian sampai tahun 2017 
semester pertama jumlah perpustakaan telah mencapai peningkatan sebesar 
56,97% yakni sebanyak 245 unit perpustakaan.60Namun untuk data tahun 
2018-2019 yang dilihat dari tabel hasil dari laporan akhir 2019 
perkembangan fasilitas sekolah Kabupaten Bojonegoro telah mengalami 
peningkatan dari mulai jenjang SD/MI, jenjang SLTP/MTS dan juga jenjang 
SLTA/SMK. 
2. Prasarana Kesehatan 
Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan 
ekonomi, rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang harus ada  dalam 
suatu daerah. Dilihat dari tahun 203 sampai dengan tahun 2017 belum ada 
                                                          
60 RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 
 



































peningkatan sarana rumah sakit yaitu hanya sebanyak 10 unit. Berikut 
jumlah rumah sakit di Kabupaten Bojonegoro beserta rasio penduduknya:61 
Tabel 3.3 
Jumlah Rumah Sakit dan Jumlah Rasio Penduduk 
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Jumlah Rumah 
Sakit  
10 10 10 10 10 
2 Jumlah Penduduk 1.450.889 1.453.043 1.297.878 1.307.269 1.310.517 
 Rasio 1:145.088 1:145.304 1:129.787 1:130.726 1:131.051 
Sumber: Dokumen RPJMD Kab. Bojonegoro 2018-2019 
Selain rumah sakit sarana kesehatan pembantu masyarakat lainnya 
adalah puskesmas, posyandu dan polindes. Adanya sarana prasaran 
kesehatan ini guna mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan 
tanpa langsung ke rumah sakit, karena terhalang jarak. Pada tahun 2013 
jumlah Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro hanyalah 23 unit, lalu pada 
tahun 2014 jumlah puskesmas bertambah menjadi 26 unit sampai dengan 
tahun 2017. Untuk jumlah posyandu dan polindes mengalami kenaikan 
setiap tahunnya62, dapat dilihat dari tabel: 
Tabel 3.4 
Jumlah Puskesmas, Posyandu, dan Polindes Dari Tahun 2013-2017 
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Puskesmas 23 36 36 36 36 
2 Posyandu 1.601 1.602 1.616 1.614 1.623 
3 Polindes 334 334 349 358 358 
 Jumlah 1.958 1.972 2.001 2.008 2.017 
Kemudian untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah fasilitas 
kesehatan dan juga rumah sakit mengalami peningkatan dalam penyediaan 
prasarananya. Seperti yang terlihat pada tabel:63 
Tabel 3.5 
                                                          
61 Ibid  
62 Ibid  
63 LKPJ Bupati Bojonegoro 2019 
 



































Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2018-2019 
No Uraian Satuan 2018 2019 
1 
Prasarana    
Posyandu Buah 1.614 1.629 
Polindes Buah 358 358 
Puskesmas Pembantu Buah 70 70 
 
Puskesmas Perawatan Buah 26 26 
Puskesmas Non Perawatan Buah 10 10 
Rumah Sakit Daerah Buah 3 3 
Rumah Sakit Swasta + RS 
POLRI 
Buah 7 7 
Klinik Bersalin / BP Buah 19 25 
2 
Sarana    
Dokter Umum Orang 368 292 
Dokter Spesialis Orang 94 141 
Perawat Orang 1.142 1.214 
Bidan Orang 822 1.026 
Jumlah Tempat Tidur RS Orang 974 1.385 
Sumber: LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2019 
3. Tempat dan Prasarana Pemukiman 
Dalam Peraturan Daerah (Perda)No. 7  Kabupaten Bojonegoro harus 
memiliki RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang minimal luasnya 20 persen. 
Dikutip dari radar Bojonegoro yang telah mewawancarai Kepala Seksi 
(Kasi) Pertamanan dan Pemakaman Dinas Cipta Karya Bojonegoro yaitu 
Doni Agus Setyawan telah menyatakan bahwasanya kawan di Bojonegoro 
pembangunan tamannya masih belum memenuhi 20 persen, maka dari itu 
setiap tahunnya selalu ada anggaran untuk RTH Kabupaten Bojonegoro64  
Pada tahun 2019 Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bojonegoro sudah 
pembangunan 24 taman di perkotaan dan kecamatan. Yaitu 17 vertical 
garden atau disebut sebagai taman yang dibangun dalam bentuk tegak lurus 
dengan tanah tepatnya di wilayah perkotaan, yang mana ada 7 diantaranya 
taman baru seperti taman Lokomotif yang terletak pada Jl. Teuku Umar, 
                                                          
64 Radar Bojonegoro “Bangun 12 Taman, Telan Rp 6,3 Miliar” dikutip Tanggal 6 Februari 2020 
 



































Taman Bundaran Jetak, Taman yang berada di depan Polres serta Taman di 
depan Pendapa  Bojonegoro, sedangkan untuk target 2020, pemkab akan 
membangun 6 taman baru pada area stadion65 
Dari data LKPJ Bupati Bojonegoro bahwasanya pada tahun 2019 
pemerintah telah membangun beberapa prasarana untuk masyarakat 
(umum) yang bertujuan dalam peningkatan kesehatan lingkungan serta 
meningkatnya kesejahteraan dalam kualitas perumahan dan lingkungan. 
Berikut data berkembangnya kondisi prasarana pada Kabupaten Bojonegoro 
tahun 2018-2019.66 
Tabel 3.6 
Data Perkembangan Prasarana Pemukiman Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2018-2019 
No Uraian Satuan 2018 2019 
1 
Sasaran Lingkungan Permukiman     
Peningkatan Jalan Lingkungan 
Permukiman di Pedesaan 
Meter - - 
Peningkatan Jalan Lingkungan 
Permukiman di Perkotaan 
Meter 2.981 6.274 
Pembuatan Tembok 
Penahan/saluran 
Meter - - 
Pemugaran Rumah /Lantainisasi Unit - - 
Peneranagan Jalan Umum Titik 366 2.815 
Pertamanan Lokasi 23 89 
Pemakaman Lokasi 2 10,5 
Gedung Sekolah 
(PAUD+SD+SLTP) 
Paket 65 118 
Gedung RS Paket 4 3,12 




   
Prasarana air bersih    
- Perpipaan  Meter 77.828 221.898 
- Sumur Bor Dalam Unit 47 109 
Pembangunan MCK Unit 713 1.070 
Pembuatan Saluran Air 
Pemukiman Perkotaan 
Jml.Kec./Ds. - - 
Meter 19.804 50,784 
                                                          
65 Situs Resmi PEMKAB BOJONEGRO, “Bojonegoro Targetkan 20% Ruang Terbuka Hijau 
Wilayah Perkotaa Terpenuhi 2021” dikutip tanggal 5Februari 2020. 
66 LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2019 
 



































Pelayanan Air Bersih IKK 
Kec/Pedesaan 
Unit 47 109 
Sumber: LKPJ Bupati Tahun 2019 
3. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kabupaten Bojonegoro 
Infrastruktur ekonomi merupakan sarana prasarana wilayah yang 
merupakan aspek utama dalam pembangunan daerah yang memiliki peran 
penting dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam 
masyarakat. Infrastruktur ekonomi tersebut berupa prasarana transportasi 
(jalan), jembatan, serta sumber daya air (SDA) dan sanitasi maupun irigasi.  
1. Prasarana Jalan dan Jembatan 
Prasarana jalan yang baik merupakan modal sosial masyarakat yang 
sangat berkaitan pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pertumbuhan 
ekonomi suatu wilayah dapat dicapai jika keadaan infrastruktur jalannya 
telah baik dan memadai. Baiknya prasarana jalan akan menyebabkan pula 
sarana transportasi memadai (menjangkau) dalam suatu wilayah. Namun 
terdapat dalam data bahwa tahun 2013 – 2017 pada wilayah Kabupaten 
Bojnegoro masih terdapat kondisi jalan yang masih rusak. Pada tahun 2013 
sampai dengan tahun 2016 masih mengalami peningkatan, namun 
menginjak tahun 2017 telah turun hanya 4,31% kondisi jalan yang baik, hal 
ini dikarenakan peningkatan status jalan yang awalnya jalan poros desa 
menjadi jalan kabupaten yang menyebabkan perlunya menambah jumlah 
 



































ruas jalan di Kabupaten Bojonegoro67. Jumlah kondisi jalan ini tetap dari 
tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. 
Tabel 3.7 
Pengembangan Pembangunan Jalan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2018-2019 
No Uraian Satuan 2018 2019 
1. Jalan Kabupaten m 813.266 813.266 
Jalan Aspal m 398.914 320.933 
Jalan Batu Kerikil m 2.790 2.790 
Jalan Tanah m 8.587 8.587 
Jalan Paving m 279.268 237.653 
Jalan Beton m 123.707 243.303 
2. Jenis Pekerjaan    
Peningkatan jalan rigid/beton m 122.614 118.300 
Pemeliharaan jalan m 55.176 21.732 
Pembangunan jalan paving  m 4.343 - 
Pembangunan jalan m 584 288 
3 Jembatan  Bh 1247 1247 
Kayu Bh 7 5 
Beton Plat Bh 1112 1112 
Composide Bh 124 126 
Rangka Bh 4 4 
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Selain infrastruktur jalan, prasaran jembatan pun sangat penting dan 
sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan dan 
jembatan pada Kabupaten Bojonegoro ini di khususkan untuk wilayah 
pedesaan maupun wilayah yang sangat terpencil, hal ini dilakukan agar 
pergerakan manusia serta barang produksi maupun hasil panen mereka 
dapat bergerak dan tersalurkan ke wilayah kota. Apabila kondisi jalan, 
jembatan beserta penerangannya telah tercukupi, maka wilayah tersebut 
terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, serta dapat pula 
mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. 
                                                          
67 RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 
 



































Seperti dilihat dari data, bahwasanya pembangunan jembatan pada tahun 
2018-2019 belum mengalami peningkatan dan masih dijumlah yang sama.68 
B. Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta 
Karya) Kabupaten Bojonegoro 
1. Profil Singkat Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro 
Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro adalah dinas yang baru 
terbentuk pada tahun 2017 hasil pemekaran dari DPU Kabupaten Bojonegoro, 
yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 
2016. Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas serta fungsi tata kerja Dinas 
PKP Cipta Karya ini tertuang dalam PerBub Bojonegoro No. 52 Tahun 2016, 
yang berisi tentang 4 bidang didalamnya, 7 UPTD dan sekretariat, sabagai 
berikut:69 
a. Pertama, terdapat bidang tata bangunan, yang didalamnya terdapat tiga 
seksi, yaitu seksi pembangunan gedung, seksi rehabilitasi serta seksi 
pemantauan dan pengendalian bangunan. 
b. Kedua adalah seksi bidang prasarana, sarana dan utilitas umum, yang 
didalamnya terdapat 3 seksi, yaitu bagian sanitasi dan air limbah, bagian air 
bersih, serta bagian pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. 
c. Yang ketiga adalah bidang pertanahan, perumahan dan kawasan 
pemukiman, yang hanya terdapat 2 bagian didalamnya yaitu bagian 
pertanahan dan bagian perumahan pemukiman. 
                                                          
68 LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2019 
69 Website resmi Dinas (Dpkpciptakarya.bojonegorokab.co.id) 
 



































d. Keempat yaitu bidang pertamanan, disini terdapat 2 bagian yaitu bagian 
pertamanan serta pemakaman dan bidang penerangan jalan umum. 
e. Selanjutnya terdapat UPTD, yang terdiri atas 7 wilayah didalamnya. 
f. Selanjutnya terdapat sekretariat, yang didalamnya terdapat 3 bagian, yaitu 
bagian umum dan kepegawaian, keuangan dan program serta pelaporan. 
Dinas PKP Cipta Karya beralamat di pucuk kota hampir perbatasan 
Kabupaten Tuban, tepatnya di Jalan Lettu Suyitno NO. 39B Bojonegoro. Dinas 
PKP Cipta Kartya memiliki Visi Misi yaitu:70 
a. Visi : Terwujudnya Infrastruktur yang mantap, bermanfaat dan 
berkelanjutan 
b. Misi : Meingkatkan pelayanan dalam sektor perumahan rakyat, pemukiman 
dan cipta karya misalnya pengembangan wilayah secara terpadu dalam 
Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, melaksanakan perencanaan, 
pengendalian serta pengawasan pada bidang perumahan, pemukiman dan 
cipta karya. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan, penataan serta 
pengeloaan bangunan gedung yang memenuhi standar keandalan gedung. 
Seperti yang telah diketahui bahwasanya Dinas PKP Cipta Karya ini 
bergerak dama bidang pembangunan infrastruktur sosial, disini memiliki 
beberapa tugas dan fungsi pokok yaitu:71 







































a. Mewujudkan kondisi jalan lingkungan pada wilayah Bojonegoro menjadi 
baik 
b. Mengaktifkan peran masyarakat dalam melibatkannya ke dalam 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan pemukiman. 
c. Membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi 
keluarga kurang mampu. 
d. Membantu dalam pemenuhan air bersih di pedesaan, drainase, sanitasi, 
trotoar serta prasarana lainnya. 
e. Membantu penyediaan penerangan jalan, pertamanan serta sarana umum 
yang baik. 
f. Membantu menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, 
serta gedung kesehatan lainnya, menyediakan fasilitas pendidikan seperti 
pembangunan gedung sekolah, mulai dari paud sampai SLTP serta fasilitas 
olahraga dan fasilitas umum yang berguna untuk masyarakat Bojonegoro. 
2. SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Dinas PKP Cipta Karya 
Kabupaten Bojonegoro 
Dinas PKP Cipta Karya memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahannya dalam bidang perumahan rakyat serta 
kawasan pemukiman, dalam hal pekerjaan umum dan penataan ruang, yang 
mana Dinas ini merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi permasalahan 
pemukiman, masalah bangunan gedung, penataan bangunan serta lingkungan, 
masalah air minum, air limbah, mengatasi pembangunan drainase, masalah 
permasalahan serta masalah-masalah pertanahan lainnya. 
 



































Dalam pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu 
adanya penetapan mengenai kedudukan, susunan organisasi tersebut, berbagai 
uraian tugas serta fungsi dan tata kerja, Dinas PKP Cipta Karya telah mengacu 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016, yang 
mana kedudukan dan susunan organisasi dalam Dinas PKP Cipta Karya adalah 
sebagai berikut:72 
1. Dinas PKP Cipta Karya merupakan unsur dalam pelaksana urusan 
Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 
yang didalamnya tetdapat sub bagian pemukiman, sub bagian bangunan 
gedung, serta sub bagian penataan bangunan dan lingungan, sub bagian air 
untuk minum, air limbah dan bagian drainase, sub bagian persampahan dan 
juga terdapat urusan pemerintahan bagian pertanahan. 
2. Dinas PKP Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang 
kedudukannya dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui perantara Sekretaris Daerah. 
Selanjutnya terdapat rangkaian susunan organisasi beserta tugas Pokok 
dari Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yang diatur dalam 
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:73 
1. Kepala Dinas, bertugas dan bertanggung jawab langsung terhadap Bupati 
Bojonegoro 
                                                          
72 SOTK DPKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro 
73 Ibid 
 



































2. Sekretariat, dalam bidang sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang sekretariat ini 
dibagi menjadi 3 sub bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub 
bagian keuangan serta sub bagian program dan laporan. Tugas pokok dari 
bidang sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, 
mengurus perlengkapan dan mengendalikan berbagai kegiatan administrasi 
umum, kepegawaian, bagian perlengkapan, penyusunan program serta 
melakukan pelaporan dan keuangan. 
3. Bidang Tata Bangunan, dalam bidang tata bangunan ini terdapat 2 seksi, 
yaitu seksi bagian pembanguan gedung dan seksi pemantauan, pengendalian 
serta rehabilitasi gedung. Tugas pokok dari bidang tata bangunan ini adalah 
merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup 
bidang tata bangunan, seperti halnya membuat program-program 
pembangunan, melakukan survey dalam pembangunan yang akan 
dijalankan dan lain sebagainya. 
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dalam bidang ini terdapat 2 
seksi, yaitu seksi air bersih dan sanitasi dan seksi pengembangan prasarana, 
sarana lingkungan. Adapun tugas pokok dari bidang prasarana, sarana dan 
utilitas umum adalah merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan 
kegiatan dalam urusan bidang pertanahan, permakaman, perumahan, dan 
kawasan permukiman. Dari tugas pokok tersebut maka fungsi pokok dari 
bidang ini seperti penyelesaian sengketa pertanahan, merumuskan kebijakan 
teknis penatausahan pertanahan, merencanakan pembangunan sarana 
 



































prasarana permakaman, memonitoring dan merehabilitas rumah warga yang 
tidak layak huni dan terkena bencana dan lain sebagainya. 
5. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Keciptakaryaan, dalam bidang ini terdapat 2 seksi, yaitu seksi penerangan 
jalan umum dan seksi sarana prasarana keciptakaryaan. Tugas pokok dari 
sub bidang penerangan jalan umum dan pemeliharaan sarana prasarana 
keciptakaryaan adalah merencanakan, melaksanakan dan 
mengoordinasikan kegiatan dalam lingkup bidang penerangan jalan umum 
serta pemeliharaan sarana prasarana keciptakaryaan.  
6. UPTD, merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang mana UPTD ini 
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah kepala dinas dan 
bertanggung jawab pebuh melalui sekretaris. Tugas dari UPTD ini adalah 
melaksanakan sebagian tugas dari Dinas PKP Cipta Karya dengan 
nomenklaturnya maupun tugas-tugas lainnya yang telah diberikan dari 
Kepala Dinas. Uraian tugas, susunan organisasi serta nomenklatur dari 
UPTD telah ditetapkan dalam PerBup. 
C. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PU Bina Marga) Kabupaten 
Bojonegoro 
1. Profil Singkat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro 
Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabipaten Bojonegoro atau biasa 
disebut dengan DPU Bina Marga, adalah dinas yang dibentuk atas dasar 
peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016. 
Dina Pu Bina Marga bergerak dalam penataan atau pembangunan dalam 
 



































bidang infrastruktur ekonomi yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan 
penataan ruangan. Dinas PU Bina Marga memiliki visi dan misi sesuai dengan 
rumusan RPJMD tahun 2018-2019 yang terfokus dalam pembangunan 
infrastrukturnya, yakni sebagai berikut:74 
a. Visi : Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan 
untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya 
saing. 
b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Pu Bina Marga 
merumuskan misi yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur 
yang merata dan ramah lingkungan” 
2. SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Dinas PU Bina Marga   
Kabupaten Bojonegoro. 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang atau disebut 
dengan DPU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro merupakan dinas yang 
bergerak dalam bidang jalan dan jembatan. Didalam PerBup tersebut 
dijelaskna bahwasanya jalan merupakan prasarana transportasi darat yang 
meliputi seluruh bagian jalan, yang didalamya termasuk bangunan pelengkap 
dan pelengkap tersebut untuk memenuhi prasarana lalu lintas, yang letaknya 
diatas permukaan tanah maupun air, kecuali jalan kereta api, jalan lori serta 
jalan kabel. Selanjutnya untuk penataan ruang disini mengarah pada proses 
                                                          
74 Website Resmi Dinas PU Bina Marga (dpubimapr.bojonegorokab.go.id) 
 



































perencanaan tata ruang, pemanfaatannya, serta untuk pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
 Dalam susunan organisasi, tugas dan fungsi organisasi serta kedudukan 
dinas ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020. Dalam 
susunan organisasi DPU Bina Marga dan Penataan Ruang terdapat sub-sub 
bagian terpenting, yaitu sub bagian urusan jalan, sub bagian urusan jasa 
kontruksi serta sub bagian penataan ruang. Untuk susunan organisasi dan tugas 
pokok dari Dinas tersebut adalah: 
1. Ketua Dinas, adalah kepala yang memimpin Dinas PU Bina Marga dan 
Penataan Ruang, yang bertugas dibawah langsung Bupati Bojonegoro serta 
bertanggung jawab penuh kepada sekretaris daerah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Sekretaris, terdapat 2 sub bagian di dalam kesekretariatan yaitu sub bagian 
umum, kepegawaian dan keuangan serta sub bagian program dan laporan. 
Tugas pokok dari sekretariat ini adalah merencanakan, melaksanakan dan 
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 
penyusunan program serta pelaporan dan mengahandle keuangan. 
3. Bidang Bina Marga I, di dalam bidang ini terdapat 3 seksi pembantu, yaitu 
seksi bagian jalan I, seksi bagian jembatan I serta seksi bagian prasarana 
jalan I. Pada bidang ini memiliki tugas pokok yaitu merencanakan program 
pembangunan jalan yang nantinya dapat menghubungkan pusat-pusat 
kegiatan atau produksi dalam masyarakat, melaksanakan kebijakan dengan 
program yang telah dibuat, serta mengoordinasikan kegiatan dalam lingkup 
jalan, jembatan dam prasarana jalan pada wilayah 1 dan wilayah 2, yang 
 



































mana wilayah 1 tersebut meliputi Kecamatan Bojonegoro,Kecamatan 
kapas, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Trucuk, Kecamata Malo, 
Kecamatan Dander dan Temayang. Adapun wilayah 2 meliputi Kecamatan 
Balen, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Kanor, Kecamatan Baureno, 
Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Sugihwaras. 
4. Bidang Bina Marga II, didalam bidang ini terbagi menjadi 3 seksi untuk 
membantu, yaitu seksi jalan II, seksi jembatan II dan seksi prasarana jalan 
II. Adapun tugas pokok dari bidang bina marga II adalah merencanakan 
pembangunan jalan dan jembatan, melaksanaan perencanaan yang telah 
dibuat serta mengoordinasikan kegiatan dalam lingkup jalan, jembatan serta 
prasarana jalan pada wilayah III dan wilayah IV, yang mana wilayah III 
meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngambon, 
Kecamatan Gayam, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang serta 
Kecamatan Sekar. Selanjutnya wilayah IV meliputi Kecamatan Kadewan, 
Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Tambakrejo, 
Kecamatan Purwosari, Kecamatan Ngraho, serta Kecamatan Margomulyo.  
5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, yang terdapat 3 seksi didalamnya, 
yaitu seksi tata ruang, seksi bina teknik serta jasa kontruksi dan juga seksi 
peralatan dan laboratorium. Adapun tugas dari bidang ini adalah 
merencanakan dan merumuskan kebijakan perencanaan serta pemanfaatan 
pengendalian tata ruang, melaksanakan program-program kerja dalam hal 
kontruksi, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan di lingkup tata ruang 
dan jasa konstruksi. 
 



































6. UPTD, merupakan unsur atau penunjang teknis operasional tertentu, yang 
mana UPTD ini dipimpin oleh seorang kepala dan strukturnya berada 
dibawah kepala dinas yang bertanggung jawab melalui sekretaris. Tugas 
pokok dari UPTD ini adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Bina 
Marga dan penataan ruang sesuai dengan nomenklaturnya. 
D. Implementasi Penerapan Pengembangan Kebijakan Program 
Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro 
Dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pembangunan 
infrastruktur merupakan fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro 
pada tahun 2018-2023. Dalam pencapaian pembangunan yang telah menjadi visi 
misi pemerintah tersebut perlu adanya arah kebijakan dan strategi dalam 
mencapai visi tersebut. Kebijakan disini memiliki arti berupa arah atau ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh instansi sebagai dasar dalam menyusun program dan 
melakukan kegiatan pembangunan daerah. 
Mengarah pada strategi misi ke 7 yang berbunyi “mewujudkan 
pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan”, yang mana 
instansi pemerintah untuk mengemban dan membuat kebijakan ini adalah Dinas 
Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya (PKP Cipta Karya) serta Dinas 
Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PU Bina Marga), dalam hal ini Dinas PKP 
Cipta Karya telah membuat beberapa kebijakan yang kemudian menghasilkan 
program dalam pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur sosial 
(berpengaruh dalam kondisi masyarakat semua) serta Dinas PU Karya yang telah 
 



































merumuskan beberapa kebijakan dan program untuk pembangunan infrastruktur 
khususnya ekonomi (yang berpengaruh dalam kondisi perorangan). 
1. Penerapan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Dinas PKP 
Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro  
Berdasarkan wawancara dengan Sub Bagian Program dan Laporan Dinas 
PKP Cipta Karya Bapak  Ramada, sebelum mengarah pada kebijakan yang 
dirumuskan oleh Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro perlu adanya 
pengetahuan mengenai tugas pembangunan infrastruktur yang dipegang oleh 
Dinas PKP Cipta Karya ini adalah infrastruktur bagian gedung negara, 
perumahan, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), SPAL (Sistem 
Penyaluran Air Limbah), pembangunan drainase, pembuatan trotoar, serta PJU 
(Penerangan Jalan Umum).75  
Dalam mencapai tujuan yang diharapkan maka Dinas PKP Cipta Karya 
telah menyusun beberapa kebijakan serta program maupun kegiatan 
pengembangan infrastruktur untuk tahun 2018-2023. Kebijakan dan program 
tersebut antara lain:76 
Tabel 3.8 
Arah Kebijakan dan Program/Kegiatan DPKP Cipta Karya Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2018-2023 
No. Kebijakan Program/Kegiatan 
1. 
Membangun rumah tidak layak huni 
(RTLH) 
Program pertanahan, perumahan dan 
kawasan  pemukiman 
                                                          
75 Wawancara kepada Bapak Ramada bagian perencanaan DPKP Cipta Karya Tanggal 31 Januari 
2021 
76 Dokumen Rankin Renstra PKP Cipta Karya Kab Bojonegoro 2018-2023 
 



































Fasilitas dan stimulasi pembangunan 
perumahan masyarakat kurang 
mampu 
2. 
Membangun sarana dan prasarana air bersih 
khususnya di pedesaan 
Program prasarana, sarana dan 
utilitas umum 
Pembangunan sarana dan prasarana 
air bersih perdesaan 
3. 
Membangun sarana dan prasarana sanitasi 
terutama bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah 
Program prasarana, sarana dan 
utilitas umum 
Pembangunan sarana dan prasarana 
air bersih pedesaan 
4. 
Membangun drainase khususnya di daerah 
rawan bencana banjir 





drainase/gorong-gorong di IKK dan 
perkotaan 
5. 
Membangun trotoar khususnya di jalan 
yang banyak pejalan kaki 
Program prasarana, sarana dan 
utilitas umum 
Pembangunan trotoar 
6. Membangun jalan lingkungan perkotaan 
Program pertanahan, perumahan, 
dan kawasan permukiman 
Pembangunan jalan lingkungan 
perkotaan 
7. 
Membangun dan merehabilitasi bangunan 
gedung sekolahan 
Program tata bangunan 
Pembangunan gedung Sekolah 
Dasar (SD) 
8. 
Membangun PJU (Penerangan Jalan 
Umum) 
Program pertamanan, permakaman, 
dan penerangan jalan umum 
Pembangunan penerangan jalan 
umum (PJU) 
9. 
Membangun ruang terbuka hijau (RTH) 
menjadi taman yang indah dan ramah anak 
Program pertamanan, permakaman, 
dan penerangan jalan umum 
Pembangunan ruang terbuka hijau 
(RTH) 
Sumber : Dokumen rankin renstra 2018-2023 DPKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro 
Bapak Riski selaku staf bidang tata bangunan  Dinas PKP Cipta Karya 
menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan yanng telah 
dirumuskan sebelumnya, maka Dinas dapat membuat beberapa program dalam 
pembangunan infrastruktur Kabupaten Bojonegoro, karena kebijakan 
merupakan dasar dalam pembuatan program selama 5 tahun.77 Dalam 
pembuatan kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten 
                                                          
77 Wawancara Pak Riski Staf PKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro 
 



































berbeda, seperti dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan 
oleh kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang) Republik 
Indonesia yang menghasilkan suatu program unggulan yaitu pengembangan 
infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW) untuk daerah di pedesaan. 
Pak Riski menjelaskan bahwa program PISEW  hanya dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat saja, untuk Dinas PKP Cipta Karya memiliki program sendiri 
(yang berbeda nama) bukan PISEW dan program kami berpedoman dengan 
arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten.78 
2. Penerapan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Dinas PU 
Bina Marga Kabupaten Bojonegoro 
Berdasarkan wawancara kepada sub Bagian Program dan Pelaporan Ibu 
Nurul, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PU Bina Marga) merupakan 
instansi pemerintah yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur ekonomi 
yang mana infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan dan TPT (Tembok 
Penahan Tanah) serta perencanaan tata ruang.79 Selanjutnya Bapak Ivan selaku 
Kepala Bidang Penataan ruang menambahkan bahwasanya dalam membuat 
arah kebijakan, Dinas PU Bina Marga mengarah pada strategi misi 7 yang 
berbunyi “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah 
lingungan”. Kebijakan yang selalu menjadi pedoman dalam melaksanakan 
program dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro adalah selalu 
meingkatkan kualitas dan kuantitas jalan, selebihnya sudah dituang ke dalam 
                                                          
78 Ibid 
79 Wawancara dengan Ibu Nurul Bagian Kesekretariatan DPU Bina Marga Kab Bojonegoro 
 



































RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten 
Bojonegoro tahun 2018-2023.80 
Pak Ivan selaku Kepala Bidang Tata Ruang PU Bina Marga Kabupaten 
Bojonegoro menuturkan yang menjadi patokan kebijakan disini adalah 
meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, yang mana programnya dinas 
fokuskan untuk pembangunan jalan, jembatan serta sarana prasarananya.81 
Berikut kebijakan dan program pembangunan infrastruktur yang telah tertuang 
dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023. 
Tabel 3.9 
Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-
2023 
No. Arah Kebijakan 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan  
2. Meningkatkan pembangunan jasa konstruksi 
3. Meningkatkan penataan ruang wilayah 
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 
Tabel 3.10 
Program/Kegiatan Pembangunan Dinas PU Bina Marga Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2020-2021 
No. Tahun Program 
1 2020 
Program pelayanan umum perangkat daerah (20 layanan) 
 Layanan administrasi umum dan kepegawaian (12 
layanan) 
 Layanan administrasi keuangan (12 layanan) 
 Penyusunan laporan dan program (5 laporan) 
Program layanan umum unit pelayanan teknis (UPT) 
(20%) 
 Pelaksanaan Layanan Teknis PU wilayah I (9.286 m) 
 Pelaksanaan Layanan Teknis PU wilayah II (11.469m) 
 Pelaksanaan Layanan Teknis PU wilayah III (11.116m) 
 Pelaksanaan Layanan Teknis PU wilayah IV (11.129m) 
Program jalan dan prasarana (36%) 
 Pembangunan dan pemeliharaan jalan (27,84 Km) 
 Pembangunan dan pemelharaan prasarana jalan (17,53 
Km) 
                                                          
80 Wawancara dengan Bapak Ivan selaku Kabid Penataan Ruang DPU Bina Marga Kab. Bojonegoro. 
81 Ibid 
 



































 Peningkatan jalan (147 Km) 
Program jembatan dan peralatan (36,84%) 
 Pembangunan dan penggantian jembatan (121 unit) 
 Pemeliharaan jembatan (56 unit) 
 Pengadaan peralatan dan laboratorium (4 unit)  
Program Tata Ruang dan Jasa Konstruksi (42,86%) 
 Penataan ruamg (200 kali) 
 Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang (2 dokumen) 
 Bina teknik dan jasa konstruksi (600 orang) 
2. 2021 
Program Penyelenggaraan Jalan 
 Penyekenggaraan jalan Kabupaten/Kota 
 Penyusunan rencan, kebijakan, dan strategi 
pengembangan jaringan jalan serta teknis 
penyelenggaraan jalan dan jembatan 
 Pengelolaan leger jalan 
 Survey kondisi jalan/jembatan 
 Pembangunan jalan 
 Pelebaran jalan menuju standar 
 Rekonstruksi jalan 
 Rehabilitasi jalan 
 2 pembangunan jembatan 
 Penggantian jembatan 
 Pelebaran jembatan 
 Pemeliharaan rutin jembatan 
 Penanggulangan bencana/tanggap darurat 
 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
jalan/jembatan  
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 
 Penyelenggaraan pelatiihan tenaga terampil konstruksi 
 Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 
cakupan Daerah Kabupaten/Kota 
 Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non 
kecil dan kecil) 
 Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan jasa konstruksi 
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 
 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 
 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang 
daerah Kabupaten/Kota 
 Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah 
Kabupaten/Kota 
 Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan 
ruang daerah Kabupaten/Kota 
Sumber: Dokumen Program Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro 
 



































A. Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan 
Ekonomi Wilayah (PISEW) Kabupaten Bojonegoro 
Kebijakan pemerintah merupakan faktor pendukung terpenting dalam 
pembangunan suatu daerah. Adanya arah kebijakan dalam suatu wilayah akan 
menghasilkan program yang akan membantu dalam memajukan pembangunan 
ekonomi. Kebijakan tersebut tentunya menjadi pegangan bagi pemerintah yang 
akan memberikan kewenangan besar terhadap pembangunan yang akan 
dilaksanakan. Kebijakan dan program pembangunan yang baik dan terarah akan 
menjadikan pula keberhasilan dan kemajuan pembangunan ekonomi suatu 
wilayah. Adanya arah kebijakan infrastruktur yang dibuat pemerintah 
menjadikan tombak dalam pembuatan program pembangunan daerah. Dalam 
suatu wilayah, infrastruktur memiliki peranan penting dalam peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.  
Dalam implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur sosial dan 
ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro, arah kebijakannya terletak dalam visi 
misi Bupati Bojonegoro yang tepatnya terdapat dalam misi ke 7 dalam bunyi 
“mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah 
lingkungan”. Mengarah pada misi ini, Dinas PU Bina Marga Kabupaten 
Bojonegoro memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan program 
pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah, sedangkan Dinas PKP Cipta 
 



































Karya Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas pokok dan fungsi dalam 
perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial wilayah. Instansi 
tersebut  kemudian  mengatur dan menetapkan beberapa program unggulan yang 
dapat memajukan pembangunan ekonomi. Program-program ini yang akan 
dilaksanakan pada seluruh Kecamatan di Bojonegoro selama 5 tahun (tahun 
2018-2023).  
Program yang telah direncanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten 
Bojonegoro berjalan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, program ini 
mengarah pada pembangunan infrstruktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro yaitu 
meliputi jalan dan jembatan. Dalam kurun waktu tahun 2018-2019 program-
program tersebut telah mencapai target pencapaian pembangunan sebesar 
98,37% dengan penggunaan anggaran sebesar 82,12%. Program yang 
direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan khususnya pada 
wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang bertujuan untuk mempermudah 
pergerakan barang dan interaksi masyarakat ke Kota telah mencapai kenaikan. 
Pada data pelaporan tercapain program yang telah dibuat pada tahun 2018 
sampai tahun 2019 telah mencapai peningkatan. Hal ini tertuang dalam SK 
Bupati Nomor 188/246/KEP/412.013/2017 tanggal 4 September 2017 mengenai 
Penetapan ruas-ruas jala menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten, pada tahun 
2019 mencapai 813,266 KM.82 Pada data perkembangan kondisi pembangunan 
jalan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 
                                                          
82 LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2019 
 



































mencapai keadaan baik (mantab) sebesar 63,66%, dari tahun 2018 masih sekitar 
51,68% jalan yang baik.  
Tabel 4.1 
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten tahun 2018-2019 
Tahun Mantab (KM) Tidak Mantab (KM) 
2018 420.298 392.972 
2019 520.340 292.926 
Hasil wawancara dari Bapk Ivan selaku Kepala Penataan Ruang Kabupaten 
Bojonegoro yaitu dalam kurun waktu 2- 3 tahun sebelum adanya pandemi di 
belahan dunia pembangunan yang dilakukan Dinas PU Bina Marga relatif baik 
dari tahun ke tahun, jalan yang dulu hanya berupa paving kini meningkat 
menjadi berbahan dasar wiji beton. Tidak hanya itu, jembatan yang dulu hanya 
sekitar 1.200an kini menjadi 1.300an jembatan yang berhasil dibangun terutama 
untuk daerah pelosok yang biasanya menjadi daerah kurang sentuhan.83 
Kemudian untuk anggaran dalam pembangunan ini terkisar 1 Triliun lebih, hal 
ini dikarenakan dari Dinas PU dituntut untuk meratakan pembangunan jalan dan 
jembatan di seluruh Kecamatan Bojonegoro84  
Selanjutnya untuk pelaksanaan program dari Bidang PKP Cipta Karya 
Kabupaten Bojonegoro, yang mana terfokus pada infrastruktur sosial wilayah 
yang meliputi pembangunan gedung-gedung, seperti gedung sekolah dan 
kesehatan, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan trotoar dan 
drainase serta pembangunan tempat rekreasi (pertamanan dan pemakaman). 
Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur sosial yang telah 
                                                          
83 Hasil wawancara Bapak Ivan Kepala Penataan Ruang DPU Bina Marga Kab. Bojonegoro. 
84 Hasil Wawancara Ibu Nurul Bidang Kesekretariatan DPU Bina Marga Kab. Bojonegoro 
 



































direncanakan oleh Dinas PKP Cipta Karya  harus terealisasi dalam kurun waktu 
2018-2023. Kemudian untuk laporan kegiatan yang telah terealisasi pada kurun 
waktu 2018-2019 adalah: 
Tabel 4.2 
Perkembangan pembangunan infrastruktur dan terealisasinya program 
pembangunan pada tahun 2019 








- - 79,69% 36.948.582.900,- 
Program lingkungan sehat 
perumahan 
- - 84,17% 34.127.355.000,- 
Program perbaikan perumahan 
akibat bencana alam/sosial 
  0 1.500.000.000,- 















  81,00% 17.122.544.158,- 
Program pemeliharaan gedung   100,00% 261.000.000,- 
Program pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong di 
IKK dan perkotaan 
47 Unit 109 Unit 83,00% 95.878.957.768,- 
Program penataan lingkungan   82,11% 33.771.402.800,- 
Program pembangunan sarana 
prasarana pedesaan 
  80,07% 34.947.958.114,- 
Program pengembangan 
kinerja pengelolaan air minum 
dan air limbah 
  62,20% 5.996.080.000,- 
Program peningkatan sarana 















Sarana Prasarana Peribadatan 
  100,00% 1.585.055.183,- 
JUMLAH   82% 456.828.758.611,- 
Sumber: LKPJ Bupati Bojonegoro 2019 
Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PKP Cipta Karya 
dilihat dari data selama 2 tahun (2018-2019) telah mengalami peningkatan, baik 
 



































program rumah layak huni, penerangan jalan, pemakaman, RTH, dan 
pembangunan gedung sudah terealisasi dengan baik. Namun untuk program 
pembangunan gedung sekolah, kesehatan dan tempat peribadatan masih ada 
kerusakan, serta masih kurangnya sarana prasarana kesehatan di Kabupaten 
Bojonegoro. Pak Ramada selaku staf bagian perencanaan mengatakan bahwa 
program yang telah disusun oleh Dinas PKP Cipta Karya pada tahun 2018-2019 
telah mencapai target dalam pembangunan infrastruktur, namun pada tahun 2020 
dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai belahan dunia 
menyebabkan APBD yang awalnya digunakan seluruhnya untuk pembangunan 
infrastruktur sosial  maupun ekonomi, harus disesuaikan oleh dinas kesehatan 
untuk peralatan medis.85 
B. Analisis Dampak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan 
Ekonomi Wilayah (PISEW) terhadap Kemajuan Pembangunan Ekonomi 
Kabupaten Bojonegoro 
Setiap wilayah tentu menginginkan kemajuan pembangunan ekonomi 
terhadap wilayanya, pembangunan ekonomi tersebut tidak lepas dari adanya 
program yang telah direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah. 
Tanpa adanya kebijakan dan program tersebut, suatu wilayah akan tertinggal 
pembangunannya dari wilayahnya. Peran pemerintah sebagai pemangku 
kebijakan sangat diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadikan 
wilayah tersebut unggul dari wilayah lainnya. Seperti halnya dengan Kabupaten 
                                                          
85 Wawancara kepada Bapak Ramada bagian perencanaan DPKP Cipta Karya Tanggal 31 Januari 
2021 
 



































Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang berada di 
Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan 
minyak bumi dan gas, pendapatan daerahnya sangat melimpah. Namun, 
Kabupaten Bojonegoro pernah menduduki peringkat 10 besar wilayah termiskin 
seJawa Timur. Hal tersebut disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang 
kurang merata dan belum adanya kebijakan yang mengarah dalam pembagunan 
infrastruktur. Kepala bidang pekerjaan umum dan perhubungan BAPPEDA Ibu 
Hermin Puri Indriasari Bojonegoro menuturkan bahwasanya pembangunan 
infrastruktur pada wilayah terpencil dan wilayah perbatasan sangat perlu 
dilakukan agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, maka dari itu BAPPEDA 
bersama dengan DPU Bina Marga serta Cipta Karya selama 5 tahun kedepan 
akan memfokuskan pembangunan untuk wilayah terpencil dan perbatasan.86  
 Dalam teori pembangunan ekonomi, manusia memiliki peran penting 
dalam kemajuan pembangunan ekonomi, tingkat produktivias, angka harapan 
hidup, pendidikan, dan interaksi kepada manusia lain. Dijelaskan juga bahwa 
pembangunan infrastruktur dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan 
pembangunan suatu wilayah. Infrastruktur disini mengarah pada pada 
infrastruktur sosial, baik berupa gedung sekolah, gedung kesehatan, RTH atau 
pertamanan, permakan, penerangan jalan dan lain sebagainya. Terpenuhinya 
gedung sekolah dapat meningkatkan kemajuan dalam tingkat pendidikan 
                                                          
86 Wawancara Kepada Kepala bidang pekerjaan umum dan perhubungan BAPPEDA Ibu Hermin 
Puri Indriasari (28 Agustus 2020) 
 



































masyarakat. Sarana prasarana pendukung sekolah dapat mempengaruhi 
kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Kemudian terpenuhi 
sarana prasarana gedung kesehatan juga dapat berpengaruh dalam angka harapan 
hidup masyarakat.  
Selanjutnya untuk infrastruktur ekonomi disini meliputi jalan, baik jalan 
transportasi darat, laut dan udara serta jembatan. Infrastruktur jalan disini 
sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 
dengan adanya jalan yang memadai maka seluruh kegiatan masyarakat akan 
terpenuhi. Ibu Hermin Kepala Bagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan 
BAPPEDA menambahkan bahwa saat ini infrastruktur jalan yang ada di wilayah 
terpencil dan perbatasan sangatlah berpengaruh dalam pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, diambil contoh dari Kecamatan 
Sekar. Kecamatan ini merupakan wilayah terpencil dan perbatasan dengan 
Kabupaten Madiun, pembangunan jalan dan program-program pembangunan 
infrastruktur telah diimplementasikan pada wilayah tersebut, dikarenakan 
sebelum adanya pembangunan jalan ke arah Kabupaten Bojonegoro, seluruh 
hasil pertanian maupun perkebunan masyarakat sekar serta seluruh kegiatan 
ekonomi masyarakat Sekar berada pada Kabupaten Madiun.87 Dengan adanya 
arah kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro setiap tahunnya, menyebabkan Kabupaten Bojonegoro terlepas dari 
predikat Kabupaten Termiskin di Jawa Timur 
                                                          
87 Ibid 
 



































Hasil Wawancara Kepada Bapak Deni selaku Kasi Pemerintahan Desa 
Clebung Kecamatan Bubulan (wilayah terpencil di Kabupaten Bojonegoro) 
mengatakan bahwa sebelum adanya Jembatan Maor yang telah dibangun oleh 
pemerintah pada Desember 2020 kemarin, masyarakat disini banyak yang 
kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonominya, masyarakat harus melewati 
jalan yang sangat licin dan jauh yang memakan waktu hampir 1 jam untuk ke 
Desa pusatnya, bahkan untuk anak-anaksekolah pun saat musim hujan banyak 
membolos karena takut untuk berangkat ke sekolah yang berada pada 
Kecamatan Bubulan.88 Pak RT Dusun Maor Desa Clebung Kecamatan 
menambahkan bahwa sebelum adanya jembatan yang dibangun pemerintah ini, 
masyarakat Dusun ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen mereka ke Pusat 
Kota, alat transportasi tidak dapat masuk kedalam Dusun tersebut sehingga 
sumber pendapatan mereka menjadi terkendala, lalu untuk masyarakat yang 
sakit dan ibu-ibu yang melahirkan sangat sulit untuk menuju ke Puskesmas yang 
ada di wilayah Kecamatan Bubulan.89 
Dalam penelitian ini, peran infrastruktur sosial dan ekonomi sangat penting 
terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Infrastruktur yang 
terpenuhi akan memberikan akses untuk berinteraksi antara masyarakat yang 
berada di wilayah pedesaan yang terpencil dan perbatasan dengan masyarakat 
perkotaan. Produktivitas dari masyarakat pedesaan akan tersalurkan dengan baik 
                                                          
88 Wawancara Pak Deni selaku Perangkat Desa yang memperoleh kebijakan pembangunan jembatan 
di Desa Clebung Kecamatan Bubulan (bulan Desember 2020) 
89 Wawancara Kepada Pak RT Dusun Maor Desa Clebung Kecamatan Bubulan (yang memperoleh 
kebijakan pembangunan jembatan penghubung Desa) 
 



































ke pusat perkotaan. Adanya pembangunan jalan dan jembatan yang dibangun 
pada Kecamatan Sekar dan Kecamatan Bubulan memudahkan masyarakat dalam  
berinteraksi dan berpergian. Pengembangan gedung-gedung sekolah dan 
kesehatan yang cukup akan menjadikan masyarakat sejahtera dalam 
memperoleh pendidikan dan angka harapan hidup, serta menumbuhkan minat 
sekolah dan belajar oleh masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Bojonegoro, yang apabila 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten meningkat maka kemajuan pembangunan 







































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan 
dijabarkan dalam bab sebelumnya, dengan judul “Kebijakan Pengembangan 
Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Terhadap Kemajuan 
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro” dapat ditarik kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat mengarah pada pokok 
permasalahan yang dibahas, kemudian saran merupakan tanggapan dan masukan 
untuk masyarakat, instansi, serta peneliti selanjutnya. 
A. Kesimpulan 
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 
Wilayah (PISEW) Kabupaten Bojonegoro 
Dilihat dari data penelitian yang didapat bahwasanya implementasi 
program pada tahun 2018-2019 baik program infrastruktur ekonomi yang 
disusun oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro dan program 
infrastruktur sosial yang disusun oleh Dinas PKP Cipta Karya telah terlaksana 
dan berjalan dengan baik, pengembangan pembangunan jalan dan jembatan 
pada wilayah perkotaan maupun pedesaan sampai daerah terpencil telah 
terlaksana dengan baik, yang dalam presentase 98,37% terlaksana. Kemudian 
untuk infrastruktur sosial berupa pembangunan gedung sekolah maupun 
kesehatan dan gedung-gedung lainnya masih sebagian yang rusak dan belum 
terlaksana pembangunannya, yang dari tahun 2018-2019 berkisar 80% 
implementasi pembangunannya. Untuk program pembangunan tahun 2020 
 



































terbatas anggaran, karena harus dibagi dengan instansi kesehatan tanggap 
Covid-19. 
2. Dampak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 
Wilayah (PISEW) terhadap Kemajuan Pembangunan Ekonomi Kabupaten 
Bojonegoro 
Tercukupinya sarana prasarana infrastruktur Kabupaten Bojonegoro dapat 
mengentas ketertinggalan ekonomi wilayah. Diambil dari data dari beberapa 
Kecamatan yang terletak di Bojonegoro, yaitu Kecamatan Sekar (wilayah 
perbatasan) dan Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. 
Wilayah ini dalam kurun waktu 2 tahun (2018-2019) telah terpenuhi 
infrastruktur ekonomi berupa jalan dan jembatan, dampak dari terpenuhinya 
sarana prasarana jalan dan jembatan ini memudahkan masyarakat khususnya 
petani dalam mengangkut hasil panennya ke Perkotaan atau ke Pusat 
Kecamatan, yang dulunya mereka kesulitan dan jarak tempuh yang harus 
memutar bahkan untuk Kecamatan Sekar sendiri menjual panennya ke 
Kabupaten Madiun karena dirasa lebih terjangkau. Memudahkan pelajar 
dalam mengakses jalan sampai ke tempat sekolah, serta memudahkan 
masyarakat untuk ke tempat kesehatan. Dalam pembangunan infrastruktur 
sosial berupa pengembangan pembangunan  gedung kesehatan, gedung 
sekolah, gedung perpustakaan pada Kecamatan Sekar dan Bubulan 
menjadikan masyarakat sejahtera dalam mengakses pendidikan serta 
memperoleh akses kesehatan yang memadai, hal tersebut dapat meningkatkan 
pembangunan ekonomi  Kabupaten Bojonegoro. 
 




































1. Saran untuk Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pemangku 
Kebijakan adalah lebih menampung dan melihat lagi kondisi Kecamatan 
khususnya yang terpencil serta menjalin hubungan yang baik dengan instansi 
(perhutani) atau instansi yang terkait, agar pembangunan yang direncanakan 
dapat terealisasi tanpa ganggguan apapun. 
2. Saran untuk masyarakat Bojonegoro yaitu harus berani dalam menyampaikan 
aspirasinya kepada pemerintah Kabupaten bersama perangkat Desanya, agar 
cepat terealisasinya program pembangunan infrastruktur. 
3. Saran bagi akademisi yaitu harus meningkatkan dan menemukan penelitian 
terbaru dalam pembangunan infrastruktur dan pengolahan anggaran 
pendapatan dan belanja untuk merealisasikan program pengembangan 
infrastruktur yang ada di Kabupaten Bojonegoro. 
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